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P U T U S A N
Nomor :  163/G/2010 /PTUN- JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan   sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama dengan acara  biasa ,  te l ah  menja tuhkan  putusan  

dengan  per t imbangan  hukum sebaga i   ber i ku t  d i  bawah  in i ,  

da lam perkara  anta ra  :

DR.  drh.  ROTUA WENDEILYNA SIMARMATA,  M.Si ,  kewarganegaraan  

Indones ia ,  peker j aan  PNS di  Kement r i an  Dalam 

Neger i ,  tempat  t i ngga l  d i  J l .  Dr .  Makal iwe  I  /  

10 A Grogo l  – Jakar ta  11450,  untuk  se lan ju t nya  

disebu t  sebaga i  p ihak  PENGGUGAT 

M e l  a w a n

MENTERI  DALAM NEGERI  RI ,  tempat  kedudukan  di  J l .  Medan 

Merdeka  Utara  No.  7 Jakar ta  10110 ;  

Dalam  hal  in i  d iwak i l i  o leh  Kuasa  Hukumnya,  

masing- masing  bernama :

Pro f .  DR.  ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH,  MH ;

ERMA WAHYUNI,  SH,  M.Si  ;

Drs .  H.  SLAMET ;

S.  ADITYA WIJAYA,  SH ;

R.  PERMELIA FABYANNE, SH,  MH ;

ROMUALDO MANURUNG, SH,  M.Hum ;

RAHMAWATI,  SH ;

WAHYU CHANDRA, SH,  M.Hum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Kesemuanya  Pejaba t  /  PNS pada Kement r i an  Dalam 

Neger i  RI ,  berkedudukan  di  J l .  Medan  Merdeka  

Utara  No.  7  Jakar t a  10110,  berdasarkan  Sura t  

Kuasa  Khusus  Nomor  :  183/5039 /SJ  tangga l  27  

Desember  2010,  untuk  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i  TERGUGAT  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar ta  Nomor  :  163/PEN- DIS/2010/PTUN- JKT tangga l  16  

Nopember  2010  ten tang  Pemer iksaan  dengan  Acara  Biasa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar ta  Nomor  :  163/PEN/2010/PTUN- JKT  tangga l  16  

Nopember  2010  ten tang  Penunjukan  Maje l i s  Hakim  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  Nomor  :  163/PEN- HS/2010/PTUN- JKT 

tangga l  18  Nopember  2010  ten tang  Pemer iksaan  Pers iapan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Telah  membaca dan mempela ja r i  berkas  perkara  ser ta  te lah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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pula  mendengar  kete rangan  para  pihak  bersengke ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa,  Penggugat  da lam  sura t  gugatannya  te r t angga l  11  

Nopember  2010  yang  d ida f t a r kan  d i  Kepani te raan  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  tangga l  12  Nopember  2010  d i  bawah 

reg i s t e r  perkara  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT  dan  te l ah  

dipe rba i k i  pada  tangga l  9  Desember  2010  te lah  mengemukakan  

hal - ha l  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  Penggugat  ada lah  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  diangka t  

dengan  Pangkat  /  Golongan  :  Penata  Muda /  ( I I I / a ,  TMT 1 

Maret  1997  dan  saat  in i  dengan    Pangkat  /  Golongan  :  

Penata  Tk.1  /  ( I I I / d ) ,  te l ah  ber tugas  leb ih  dar i  13  

(  t i gabe las  )    tahun .  Jabatan  te rakh i r  adalah  Pejaba t  

Eselon   IV  /  Kepala  

Seks i  Evaluas i  Pelaporan  Kiner j a  Pemer in tahan  Daerah  

pada  Subdi t  Wilayah  I I  Di t j en  Otda;  berdasarkan  

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  :  821.1  –  252  

tangga l  4  September  2008  ( Bukt i  P- 1)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Penggugat  ket i ka  sedang  menja lankan  Cut i  Tahunan,  

te rh i t u ng  mula i  tangga l   1   s /d   13   Oktober  2010   (  

Bukt i  P- 2  ) ,  mempero leh  in fo rmas i  mela lu i  te l f on  dar i  

Sdr .  Pahala  Si to rus  -  PNS d i  Kementer i an  Dalam Neger i ,  

te lah  di l aksanakan  pe lan t i k an  pejaba t  ese lon  IV  di  

l i ngkungan  Di t j en  Otda  Kementeran  Dalam Neger i  o leh  Pl t .  

Di r j en  Otda,  Ibu  Diah  Anggraen i  (an .  Menter i  Dalam 

Neger i )  pada  har i  Selasa  tangga l  5  Oktober  2010  ;  

Halaman 3 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
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- - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sete lah  se lesa i  menja lankan  cut i  tahunan ,  Penggugat  

kembal i  masuk  kanto r  pada  tangga l  14  Oktober  2010,  dan  

mendapat  in f o rmas i  te lah  di t un j uk  pegawai  la i n  sebaga i  

Kepala  Seks i  Evaluas i  Pelaporan  Kiner j a  Pemer in tahan  

Daerah  pada Subdi t  Wi layah  I I  Di t j en  Otda.  Sementara  i t u  

t i dak  ada  pember i t ahuan  apapun  kepada  Penggugat  akan  

ber tugas  d ibag ian  mana  sete lah  t i dak  lag i  menduduk i  

jaba tan  sebaga i  Kepala  Seks i  Evaluas i  Pelaporan  Kiner j a  

Pemer in tahan  Daerah  pada  Subdi t  Wi layah  I I  Di t j en  Otda.  

Selan ju tnya  Penggugat  melapor  di r i  te l ah  se lesa i  

melaksanakan  cut i  tahunan  kepada  Sekre ta r i s  Di t j en  Otda,  

Bapak  Ujang  Sudi rman  dan  Di rek tu r  Jendera l  Otonomi  

Daerah  baru ,  Bapak  Prof .  Djohermansyah  Djohan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -  

Bahwa ket i ka  Penggugat  menanyakan  langsung  kepada  Sekre ta r i s  

Di t j en  Otda,  Bapak  Ujang  Sudi rman  dan  Di rek tu r  Jendera l  

Otonomi  Daerah  baru ,  Bapak  Prof .  Djohermansyah  Djohan ,  

apa  alasannya  Penggugat  t i dak  iku t  d i l an t i k  o leh  Pl t .  

Di r j en  Otda,  Ibu  Diah  Anggraen i  (an .  Menter i  Dalam 

Neger i )  pada  har i  Selasa  tangga l  5  Oktober  2010  la l u ,  

namun  t i dak  mempero leh  jawaban  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sete lah  meminta  dan  menunggu  sek ian  lama,  baru lah  pada  

tangga l  26   Oktober   2010,   Sdr .   Mulyo   Set iono  

(  Kasubag   Kepegawaian  di  Di t j en  

Otda)  member ikan  kepada  Penggugat  ob jek  sengketa  ( Bukt i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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P- 3)  dan  menyatakan  Penggugat  t i dak  lag i  te rda f t a r  

sebaga i  s ta f  d i  Di t j en  Otda  dan  agar  Penggugat  

melaporkan  di r i  ke  Bi ro  Kepegawaian  Set jen .  Kemudian  

Penggugat  menghadap  dan  melapor  di r i  kepada  Kepala  Bi ro  

Kepegawaian  Set jen ,  Bapak  Kiswanto ,  namun menuru t  Bapak  

Kiswanto ,  Penggugat  masih  te tap  te rda f t a r  sebaga i  sta f  

d i  Di t j en  Otda  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  t i ndakan  Memberhent i kan  dengan  hormat  Penggugat  dar i  

Jabatan  te rakh i r  sebaga i  Kepala  Seks i  Evaluas i  Pelaporan  

Kiner j a  Pemer in tahan  Daerah  pada  Subdi t  Wi layah  I I  

Di t j en  Otda  oleh   Pl t .  Di r j en  Otda,  Ibu  Diah  Anggraen i  

(an .  Menter i  Dalam  Neger i )  adalah  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  Perundangan,  sebaga imana  te rcan tum  pada  pasa l  

17  Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  43 Tahun  1999  

Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  8 Tahun  1974  

Tentang  Pokok- Pokok  Kepegawaian ,  yang  berbuny i :  Pegawai  

Neger i  Sip i l  d iangka t  da lam  jaba tan  dan  pangkat  

te r t en tu .  Pengangkatan  Pegawai  Neger i  Sip i l  da lam suatu  

jaba tan  di l aksanakan  berdasarkan  pr ins i p  pro fes i ona l i sme  

sesua i  dengan  kompetens i ,  pres tas i  ker j a  dan  jen jang  

pangkat  yang  di te t apkan  untuk  jaba tan  i t u  ser ta  syara t  

obyek t i f  la i nnya  tanpa  membedakan  jen i s  ke lamin ,  suku,  

agama,  ras  atau  golongan .  Dalam hal  in i  Penggugat  te l ah  

memenuhi  persyara tan  dimaksud,  karena  Penggugat  dengan  

Pangkat  /  Golongan  :  Penata  Tk. I  /  ( I I I / d ) ,  ge la r  

akademik  :  Dokto r  I lmu  Sosia l  Konsent ras i  I lmu  

Pemer in tahan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 5 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.
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Bahwa  berdasarkan :  (1 )  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  100  

Tahun  2000  Tentang  Pengangkatan  Pegawai  Neger i  Sip i l  

Dalam  Jabatan  St ruk tu ra l   sebaga imana   te lah   d iubah  

dengan  Pera tu ran   Pemer in tah   RI   Nomor  :  13 Tahun 2003  

Tentang  Perubahan  atas  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  100  

Tahun  2000  Tentang  Pengangkatan  Pegawai  Neger i  Sip i l  

Dalam  Jabatan  St ruk tu ra l ;  dan   (2 )   Keputusan  Kepala  

Badan Kepegawaian  Negara  Nomor 

13  Tahun  2002  Tangga l  17  Ju l i  2002  Tentang  Keten tuan  

Pelaksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  100 Tahun 2000  

Tentang  Pengangkatan  Pegawai  Neger i  Sip i l  Dalam Jabatan  

St ruk tu ra l   sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Pera tu ran  

Pemer in tah  RI  Nomor  13 Tahun 2003 Tentang  Perubahan  atas  

Pera tu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  100  Tahun  2000  Tentang  

Pengangkatan  Pegawai  Neger i  Sip i l  Dalam  Jabatan  

St ruk tu ra l ;  te rcan tum  pada   Pasa l   10   Pera tu ran  

Pemer in tah   RI     Nomor  :  100    Tahun       2000  

disebu tkan :  Pegawai  Neger i  Sip i l  d ibe rhen t i k an  dar i  

jaba tan  st ruk tu r a l  karena :  (a )  mengundurkan  di r i  dar i  

jaba tan  yang  diduduk inya ;  (b )  mencapa i  batas  us ia  

pens iun ;  (c )  d ibe rhen t i k an  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l ;  

(d )  d iangka t  da lam jaba tan  st ruk tu r a l  la i n  atau  jaba tan  

fungs iona l ;  (e )  cut i  d i  lua r  tanggungan  Negara ,  kecua l i  

cut i  d i  lua r  tanggungan  Negara  karena  persa l i n an ;  ( f )  

tugas  bela ja r  leb ih  dar i  6  (enam)  bulan ;  (g )  adanya  

perampingan  organ isas i  pemer in tah ;  (h )  t i dak  memenuhi  

persyara tan  kesehatan  jasmani  dan  rohan i ;  atau  ( i )  ha l -

ha l  la i n  yang  di t en tukan  dalam  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ;  dan  sangat l ah  nyata  seka l i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat  t i dak  te rmasuk  dar i  kr i t e r i a  dia tas .  Sela in  

i t u ,  berdasarkan  Lampi ran  Keputusan  Kepala  Badan  

Kepegawaian  Negara  Nomor  13  Tahun  2002  Tangga l  17  Ju l i  

2002,  huru f  D angka  (2)  d isebu tkan  Pemberhent i an  Pegawai  

Neger i  Sip i l  dar i  jaba tan  st ruk tu r a l  d i t e t apkan  dengan  

keputusan  pejaba t  yang  berwenang  sete lah  mela lu i  

per t imbangan  Komis i  Kepegawaian  Negara /Baper j aka t  

d ise r t a i  a lasan  yang  je l as  atas  pemberhent i annya .  

Pemberhent i an  Penggugat  dar i  jaba tan  st ruk tu r a l  t i dak  

mela lu i  mekanisme  dia tas .  Dengan  demik ian  t i ndakan  yang  

di l akukan  Pl t .  Di r j end  Otonomi  Daerah,   Ibu  Diah  

Anggraen i   (  an.  Menter i  Dalam Neger i  )  Memberhent i kan  

dengan  hormat  Penggugat  dar i  Jabatan  te rakh i r  sebaga i  

Kepala  Seks i  Evaluas i  Pelaporan  Kiner j a  Pemer in tahan  

Daerah  pada  Subdi t  Wi layah  I I  Di t j en  Otda  i t u  ada lah  

ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Perundangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  

Nomor  53  Tahun  2010  Tentang  Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  

Sip i l  Pasa l  7  ayat  4  Jen is  hukuman  dis i p l i n  bera t  

sebaga imana  dimaksud  pada ayat  (1 )  huru f  c te rd i r i  dar i :  

(b )  pemindahan  da lam rangka  penurunan  jaba tan  set i ngka t  

leb ih  rendah ,  yang  ar t i n ya ,  penurunan  jaba tan  ada lah  

merupakan  hukuman  dis i p l i n  bera t ,  padaha l  Penggugat  

se jak  menjad i  PNS di  Kementer i an  Dalam  Neger i  h ingga  

saat  in i  be lum  pernah  mener ima  hukuman  dis i p l i n  dan  

belum  pernah  menja lan i  Tata  Cara  Pemanggi l an ,  

Pemer iksaan ,  Penja tuhan ,  dan  Penyampaian  Keputusan  

Halaman 7 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
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Hukuman  Dis ip l i n ,  sebaga imana  te rcan tum  dalam  Bagian  

Kel ima  Pasa l  23  s/d  Pasa l  28  Pera tu ran  Pemer in tah  

Republ i k  Indones ia  Nomor  53 Tahun  2010  Tentang  Dis ip l i n  

Pegawai  Neger i  Sip i l .  Dengan  demik ian  t i ndakan  yang  

di l akukan  Pl t .  Di r j en  Otda,  Ibu  Diah  Anggraen i  (an .  

Menter i  Dalam  Neger i )  Memberhent i kan  dengan  hormat  

Penggugat  dar i  Jabatan  te rakh i r  sebaga i  Kepala  Seks i  

Evaluas i  Pelaporan  Kiner j a  Pemer in tahan  Daerah  pada  

Subdi t  Wilayah  I I  Di t j en  Otda  i t u  ada lah  ber ten tangan  

dengan  Pera tu ran  Perundangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Penggugat  te lah  melaporkan  adanya  dugaan  korups i  d imana  

perkara  te rsebu t  tengah  d is i dangkan  di  Pengadi l an  Neger i  

Jakar ta  Pusat  dengan  te rdakwa  korups i  ya i t u  Kar t i k o  

Purnomo & Her ie  Saksono  -  PNS Di t j en  Otda  Kementer i an  

Dalam  Neger i  ( keduanya  merupakan  keraba t  Ibu  Diah  

Anggraen i ) .  Selama proses  peny id i kan  dar i  bu lan  November  

2009  s/d  Agustus  2010,  Ibu  Diah  Anggraen i  dan  Bapak  

Ujang  Sudi rman,  te lah  beberapa  ka l i  memanggi l  Penggugat  

ke  ruang  ker j anya  dan  meminta  agar  Penggugat  bersed ia  

mencabut  laporan  korups i  i t u  ser ta  menutup  kasusnya  

dengan  iming- im ing  akan  member i kan  uang  sek ian  pu luh  

ju t a  rup iah  dan kena ikan  jaba tan  kepada  Penggugat ,  namun 

Penggugat  t i dak  bersed ia  melakukannya  karena  proses  

peny id i kan  i t u  te lah  berhas i l  menemukan  bukt i  adanya  

t i ndak  pidana  korups i  mela lu i  modus  Sura t  Per in t ah  

Per ja l anan  Dinas  f i k t i f  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Bahwa Pl t .  Di r j en  Otda,  Ibu  Diah  Anggraen i  sampai  saat  in i  

be lum  member ikan  sanks i  te rhadap  kedua  te rdakwa  i t u  

ya i t u  Kar t i k o  Purnomo & Her ie  Saksono  -  PNS Di t j en  Otda  

Kementer i an  Dalam Neger i  bahkan  te tap  di l an t i k  sebaga i  

pe jaba t  st ruk tu r a l ,  sebaga imana  te l ah  dia tu r  da lam 

Pera tu ran  Perundangan  mengenai  sanks i  te rhadap  PNS yang  

didakwa  melakukan  t i ndak  pidana  dan  dikena i  s ta tus  

Tahanan yang  te rcan tum dalam:   

Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  43  Tahun  1999  

Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  

1974  Tentang  Pokok- Pokok  Kepegawaian  Pasa l  24  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  53  Tahun  

2010  Tentang  Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l  Pasa l  13  

ayat  (6 )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  32  Tahun  

1979  Tentang  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  

Bagian  Keempat  Pemberhent i an  Karena  Melakukan  

Pelanggaran /T i ndak  Penye lewengan  Pasal  (8 )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  4  Tahun  

1966  Tentang  Pemberhent i an /Pemberhen t i an  Sementara  

Pegawai  Neger i  Pasa l  (2 )  ;  - -

Ins t r u ks i  Pres iden  Republ i k  Indones ia  Nomor  5 Tahun 2004  

Tentang  Percepa tan  Pemberantasan  Korups i  d ik tum  

kede lapan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 9 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
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Surat  Edaran  Menter i  Negara  Pendayagunaan  Apara tu r  

Negara  Nomor  SE/03/M- PAN/4/2007  Tangga l  18 Apr i l  2007  

Tentang  Per lakuan  Terhadap  Pejaba t  yang  te r l i b a t  

Korups i ,  Kolus i  dan  Nepot i sme  pada  angka  (2 )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Dakwaan  Kejaksaaan  Neger i  Jakar ta  Pusat  No.  Reg.  

Perkara :  PDS-20/JKT.PST/10 /2010  tangga l  4  Oktober  

2010)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Pl t .  Di r j en  Otda,  Ibu  Diah  Anggraen i  yang  dengan sangat  

je l as  seka l i  “mel i ndung i ”  kedua  te rdakwa  korups i  ya i t u  

Kar t i k o  Purnomo  &  Her ie  Saksono- PNS  Di t j en  Otda  

Kementer i an  Dalam Neger i ,  karena  sama sama suku  Jawa,  

merupakan  t i ndakan  yang  ber ten tangan  dengan  Pasal  17  

Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  43  Tahun  1999  

Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  8 Tahun  1974  

Tentang  Pokok- Pokok  Kepegawaian ,  yang  berbuny i :  Pegawai  

Neger i  Sip i l  d iangka t  da lam  jaba tan  dan  pangkat  

te r t en tu .  Pengangkatan  Pegawai  Neger i  Sip i l  da lam suatu  

jaba tan  di l aksanakan  berdasarkan  pr ins i p  pro fes i ona l i sme  

sesua i  dengan  kompetens i ,  pres tas i  ker j a  dan  jen jang  

pangkat  yang  di te t apkan  untuk  jaba tan  i t u  ser ta  syara t  

obyek t i f  la i nnya  tanpa  membedakan  jen i s  ke lamin ,  suku ,  

agama,  ras  atau  golongan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa Pl t .  Di r j en  Otda,  Ibu  Diah  Anggraen i  (an .  Menter i  Dalam 

Neger i )  da lam  melaksanakan  tugasnya  te lah  mengabaikan  

asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  ya i t u  kepast i an  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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hukum;  dengan  cara  Memberhent i kan  dengan  hormat  

Penggugat  dar i  Jabatan  te rakh i r  sebaga i  Kepala  Seks i  

Evaluas i  Pelaporan  Kiner j a  Pemer in tahan  Daerah  pada  

Subdi t  Wi layah  I I  Di t j en  Otda  yang  je l as - je l as  be lum 

pernah  melanggar  pera tu ran  dis i p l i n  PNS ataupun  d idakwa  

melakukan  t i ndakan  pidana ,  sementa ra  i t u  kepada  para  

saks i  pe laku  perkara  korups i  yang  tu ru t  ser ta  memalsukan  

kwi tans i  hote l  dan  mencai r kan  dana  mela lu i  Sura t  

Per in tah  Per ja l anan  Dinas  f i k t i f ,  ya i t u  (1 )  Sdr .  Andi  

Khiarmoni ,  jus t r u  mendapat  promosi  dar i  jaba tan  ese lon  

IV  di  Di t j en  Otda  menjad i  pe jaba t  ese lon  I I I  d i  Puspen  

Set jen ;   (2 )  Sdr i .  Nur  Wahyuni ,   d i l an t i k  menjad i  

pe jaba t  ese lon   IV   d i   Di t j en  Otda;  (3 )  Sdr i .  Fauz ia ,  

d i l an t i k  menjad i  pe jaba t  ese lon  IV  di  Di t j en  Otda;  (4 )  

Sdr .  Fer ry  Dachr i ,  d i l an t i k  menjad i  pe jaba t  ese lon  IV  di  

BNPP;  (5 )  sta f - s ta f  la i nnya  di  Di t j en  Otda  yang  tu ru t  

menikmat i  uang  korups i ,  t i dak  satupun  yang  d ikena i  

sanks i  admin is t r a s i  kepegawaian  walaupun  sudah  didakwa  

melakukan  t i ndakan  pidana ,  sebaga imana  te lah  dia tu r  

da lam  pera tu ran  kepegawaian  yang  ber l aku ,  PNS  akan  

dikena i  sanks i  b i l amana  melanggar  Pera tu ran  Dis ip l i n  PNS 

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Bahwa  ob jek  sengketa  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  

Perundangan  sebaga imana  te rcan tum  pada:  (1 )  Pera tu ran  

Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  34  Tahun  2010  Tentang  

Pel impahan  Wewenang  Pengangkatan  Pemindahan  Dan 

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  d i  L ingkungan  

Halaman 11 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.
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Kementer i an  Dalam Neger i  Pasal  2 ayat  (1 )  Menter i  Dalam 

Neger i  mel impahkan  sebag ian  wewenang untuk  pengangka tan ,  

pemindahan,  dan  pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  

kepada:  huru f  (e ) :  Di rek tu r  Jendera l  Otonomi  Daerah  di  

l i ngkungan  Di rek to ra t  Jendera l  Otonomi  Daerah ;  ayat  (2 )  

Kewenangan sebaga imana  dimaksud  pada ayat  (1 ) ,  mel ipu t i :  

huru f  (c ) :  Pengangkatan ,  pemindahan,  dan  pemberhen t i an  

dalam  dan  dar i  jaba tan  st ruk tu r a l  ese lon  IV ;  d imana  

Menter i  Dalam Neger i  mel impahkan  sebag ian  wewenang untuk  

pengangkatan ,  pemindahan,  dan  pemberhent i an  Pegawai  

Neger i  Sip i l  kepada  Di rek tu r  Jendera l  Otonomi  Daerah  

untuk  melaksanakan  pengangkatan ,  pemindahan,  dan  

pemberhent i an  dalam  dan  dar i  jaba tan  st ruk tu r a l  ese lon  

IV ,  sedangkan  sta tus  Ibu  Diah  Anggraen i  hanya  sebaga i  

Pl t .  Di rek tu r  Jendera l  Otonomi  Daerah .  ( Pelan t i k an  

pejaba t  ese lon  IV  di  l i ngkungan  Di t j en  Otda  Kementeran  

Dalam Neger i  o leh  Pl t .  Di r j en  Otda,  Ibu  Diah  Anggraen i  

(an .  Menter i  Dalam Neger i )  pada  har i  Selasa  tangga l  5  

Oktober  2010,  padaha l  3 ( t i ga )  har i  kemudian  ya i t u  pada  

tangga l  8  Oktober  2010  Menter i  Dalam  Neger i  melant i k  

Bapak  Pro f .  Djohermansyah  Djohan  sebaga i   Di rek tu r  

Jendera l  Otonomi  Daerah  baru ) .  Tindakan   Pl t .  

Di rek tu r  Jendera l  Otonomi  Daerah,  Ibu  Diah  Anggraen i ,  

juga  sangat  ber ten tangan  dengan  dengan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik  ya i t u :  te r t i b  penye lenggaraan  

negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Bahwa mengacu  kepada  Sura t  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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Nomor  :  K.26- 20/V.24 - 25/99    Tangga l   10   Desember  

2001  Per iha l  :        Tatacara

Pengangkatan  PNS Sebaga i  Pelaksana  Tugas  angka  (2)  huru f  

(g ) :  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  diangka t  sebaga i  

Pelaksana  Tugas  t i dak  memi l i k i  kewenangan  untuk  

mengambi l  atau  menetapkan  keputusan  yang  mengika t  

seper t i  pembuatan  DP-3,  penetapan  sura t  keputusan ,  

pen ja tuhan  hukuman  dis i p l i n ,  dan  sebaga inya ;  Ibu  Diah  

Anggraen i  sebaga i  Pl t  Di rek tu r  Jendera l  Otonomi  Daerah  

yang  menandatangan i  ob jek  sengketa  adalah  t i dak  sah  

karena  t i dak  memi l i k i  kewenangan  untuk  mengambi l  atau  

menetapkan  keputusan  yang  mengika t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa objek  sengketa  bertentangan  dengan  :

Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  43  Tahun  1999  

Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  

1974  Tentang  Pokok- Pokok  Kepegawaian  Pasa l  17  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  9  Tahun  2004  

Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Pasa l  53 

ayat  (2 )  huru f  (a )  dan huru f  (b )  ;

Pera tu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  100  Tahun  2000  Tentang  

Pengangkatan  Pegawai  Neger i  Sip i l  Dalam  Jabatan  

St ruk tu ra l  Pasal  10,  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  

Pera tu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  

Halaman 13 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Perubahan  atas  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  100  

Tahun  2000  Tentang  Pengangkatan  Pegawai  Neger i  Sip i l  

Dalam  Jabatan  St ruk tu ra l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  53  Tahun  

2010  Tentang  Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l  Pasa l  7 

ayat  (4 )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  9  Tahun  

2003  Tentang  Wewenang  Pengangkatan ,  Pemindahan  dan  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  Pasal  12  ayat  

(2 )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  34  Tahun  2010  

Tentang  Pel impahan  Wewenang  Pengangkatan  Pemindahan  

Dan Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  d i  L ingkungan  

Kementer i an  Dalam Neger i  Pasal  2  ayat  (1 )  dan  ayat  

(2 )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  Kepala  Badan Kepegawaian  Negara  Nomor  21 Tahun  

2010  Tentang  Keten tuan  Pelaksanaan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang  Dis ip l i n  

Pegawai  Neger i  Sip i l  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Kepala  Badan Kepegawaian  Negara  Nomor  13 Tahun  

2002  Tangga l  17  Ju l i  2002  Tentang  Keten tuan  

Pelaksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  100  Tahun  

2000  Tentang  Pengangkatan  Pegawai  Neger i  Sip i l  Dalam 

Jabatan  St ruk tu ra l  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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Peratu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  

Perubahan  atas  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  100  

Tahun  2000  Tentang  Pengangkatan  Pegawai  Neger i  Sip i l  

Dalam Jabatan  St ruk tu ra l  ;  - - - - - - - - - - -

Sura t  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor:  K.26-

20/V .24 - 25/99  Tangga l  10  Desember  2001  Per iha l :  

Tatacara  Pengangkatan  PNS Sebaga i  Pelaksana  Tugas  

angka  (2)  huru f  (g )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  yang  te lah  Penggugat  ura i kan  di  

atas ,  maka  Penggugat  memohon  kepada  Bapak  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  untuk  memutuskan :

1. Mengabulkan  Gugatan  Penggugat  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Keputusan  Menter i  

Dalam Neger i  Nomor:  821.2  – 523  tangga l  5 Oktober  

2010.  Khusus  atas  nama Dr.  drh .  Rotua  Wendei l yna  

Simarmata ,  M.Si .  NIP.  19650814.199703.2 .001 ,  yang  

pada  pokoknya  ber i s i k an  Memberhent i kan  dengan  

hormat  Penggugat  dar i  Jabatan  Eselon  IV  d i  

Kementer i an  Dalam  Neger i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Mewaj ibkan  kepada  Tergugat  untuk  mencabut  

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor:  821.2  – 523  

tangga l  5 Oktober  2010.  Khusus  atas  nama Dr.  drh .  

Rotua  Wendei l yna  Simarmata ,  M.Si .  NIP.  

19650814.199703 .2 .001 ,  yang  pada  pokoknya  

ber i s i k an  Memberhent i kan  dengan  hormat  Penggugat  

dar i  Jabatan  Eselon  IV  di  Kementer i an  Dalam Neger i  

Halaman 15 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Mengembal i kan  sta tus  Penggugat  sebaga i  Pejaba t  

s t ruk tu r a l  ese lon  IV  di  Kementer i an  Dalam Neger i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa,  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  Tergugat  

te lah  mengajukan  Jawaban  te r t angga l  27  Desember  2010  yang  

se lengkapnya  mengemukakan  hal - ha l  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI  :

Bahwa  Tergugat  menolak  se lu ruh  se lu ruh  dal i l  Penggugat  

kecua l i  yang  secara  tegas  diaku i  da lam Jawaban in i .

Gugatan kabur /ke l i r u / t i dak  je las  (obscure  l ibe lum)

Bahwa  sete lah  Tergugat  membaca  dan  mempela ja r i  substans i  

gugatan  penggugat ,  maka  da lam  jawaban  in i  per lu  Tergugat  

tegaskan  subs tans i  yang  dia j ukan  oleh  penggugat  ada lah  

kabur / ke l i r u / t i d a k  je l as ,  ha l  in i  dapat  d ibuk t i k an  mela lu i  

ura ian  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  penggugat  t i dak  je l as  mendal i l k an  hubungan  anta ra  

pos i t a  dengan  pet i t umnya  bahkan  te r j ad i  inkos i s t ens i  

anta ra  pos i t a  dengan  pet i t umnya .  Dalam pos i t a  penggugat  

mendal i l k an  pada  angka  13  ( t i g a  belas )  dan  angka  14  

(empat  be las ) ,   bahwa objek  sengke ta  ber ten tangan  dengan  

Pasal  2 ayat  (1 )   dan (2)  huru f   c   Permendagr i  Nomor  34  

Tahun 2010 ten tang  Pel impahan  

Wewenang  Pengangkatan ,  Pemindahan  dan  Pemberhent i an  PNS 

di  L ingkungan  Kemendagr i ,  yang  in t i n ya  menyatakan  

Menter i  Dalam Neger i  mel impahkan  sebag ian  wewenang  untuk  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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pengangkatan ,  pemindahan  dan  pemberhent i an  PNS  di  

l i ngkungan  Di rek to t  Jendera l  Otda  kepada  Di r j en  Otda  

untuk  melaksanakan  pengangka tan ,  pemindahan  dan  

pemberhent i an  da lam  dan  dar i  jaba tan  st ruk tu ra l  ese lon  

IV .  ” Sedangkan  sta tus  Ibu  Diah  Anggraen i  

hanya  Pl t  Di rek tu r  Jendera l  Otonomi  Daerah.  Tindakan  Pl t  

Di rek tu r  Jendera l  Otda  sangat  ber ten tangan  dengan  asas-

asas  umum  pemer in tahan  yang  baik  ya i t u  te r t i b  

penye lenggaraan  Negara . I bu  Diah  Anggraen i  sebaga i  Pl t  

Di r j en  Otda  yang  menandatangan i  ob jek  sengke ta  ada lah  

t i dak  sah  karena  t i dak  memi l i k i  kewenangan  untuk  

mengambi l  atau  menetapkan  keputusan  yang  mengika t . ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tetap i  da lam  Pet i t umnya  yang  d imohonkan  Penggugat  pada  

angka  2 (dua)  dan  3 ( t i ga )  hanya  menyatakan  bata l ,  t i dak  

sah  Kepmendagr i  yang  menjad i  ob jek  sengketa  dalam perkara  

a  quo  hanya  sepan jang  yang  menyangkut  pemberhent i an  

dengan  hormat  penggugat  dar i  jaba tan  ese lon  IV  di  

Kementer i an  Dalam  Neger i  dan  memohon  o leh  karenanya  

mewaj ibkan  kepada  Terguga t  untuk  mencabut  Kepmendagr i  

da lam  perkara  a  quo  khususnya  atas  nama penggugat .  Hal  

in i  menunjukan  secara  je l as  dan  gamblang  bahwa penggugat  

mengaku i  bahwa objek  sengketa  perkara  a  quo  ada lah  sah,  

mengika t  dan  benar   dan  Pl t .  Di r j en  Otda  diaku i  o leh  

Penggugat  mempunyai  kewenangan  untuk  menandatangan i  

Kepmendagr i  yang  menjad i  ob jek  perkara  a  quo  karena  

penggugat  hanya  mengajukan  permohonan  yang  menyangkut  

d i r i n ya  send i r i ,  bera r t i  mengaku i  bahwa  untuk  pe jaba t  

Halaman 17 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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ese lon  IV  la i nnya  yang  diangka t  da lam  Kepmendagr i  yang  

menjad i  ob jek  sengke ta  a  quo  adalah  sah  dan  benar .  Hal  

in i  membukt i kan  bahwa sesungguhnya  Penggugat  mengaku i  dan  

menyatakan  dengan  send i r i n ya  bahwa objek  perkara   a  quo  

ada lah  sudah  sah  dan  benar  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam perkara  a quo  yang  d iguga t   Penggugat   adalah  Menter i  

Dalam  Neger i ,  namun  gugatannya  t i dak  ada  satu  da l i l p un  

yang  menje laskan  perbua tan  konkr i t   mana yang  d i l akukan  

oleh  Terguga t  yang  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  dan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik .  Hal  in i  menunjukan  bahwa gugatan  penggugat  ada lah  

kabur ,  t i dak  je l as  dan  mengada- ada  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  argumentas i  dan  fak ta  hukum di  atas ,  maka sudah  

cukup  bera lasan  hukum Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perka ra  a  quo  untuk  menyatakan  gugatan  

Penggugat  d i t o l a k  se lu ruhnya  atau  set i dak - t i daknya  

Gugatan  penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gugatan Kurang Pihak

Bahwa  yang  menjad i  dasar  gugatan  (pundamentum  petend i )  

penggugat  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor.  821.2  – 

523  (ob jek  gugatan  a quo)   yang  di tanda tangan i  o leh  Pl t .  

(Pe laksana  Tugas)  Di rek tu r  Jendera l  Otonomi  Daerah  yang  

di j aba t  o leh  Ibu  Diah  Anggraen i  Sekre ta r i s  Jendera l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Kementer i an  Dalam  Neger i  berdasarkan  Sura t  Per in t ah  

Menter i  Dalam Neger i  Nomor:  807/ .1 / 2777 /SJ  tangga l  8 Ju l i  

2010 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pejaba t  ese lon  I  yang  dalam  hal  in i  PLT Di r j en  Otda  

yang  di j aba t  o leh  Ibu  Diah  Anggraen i  Sekre ta r i s  Jendera l  

Kementer i an  Dalam Neger i  menandatangan i  Kepmendagr i  yang  

menjad i  ob jek  perkara  a quo ada lah  berdasarkan  pel impahan  

wewenang  yang  d iber i kan  oleh  Menter i  Dalam  Neger i  

berdasarkan  Permendagr i  nomor  34  Tahun  2010  ten tang  

Pel impahan  Wewenang  Pengangkatan ,  Pemindahan,  dan  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  d i  L ingkungan  

Kementer i an  Dalam Neger i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ura ian  d i  atas ,  maka  sangat  bera lasan  hukum 

apab i l a  Sekre ta r i s  Jendera l  sebaga i  PLT  Di r j en  Otda  

dican tumkan  sebaga i  Pihak  Terguga t  da lam perkara  a  quo.  

Dengan  demik ian  sudah  cukup  alasan  bagi  Maje l i s  Hakim  

yang    memer iksa    perka ra    a quo   untuk    menyatakan  

Gugatan  

Penggugat  d i t o l a k  se lu ruhnya  atau  set i dak - t i daknya  

gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gugatan Penggugat  Error  In  Subjecto   

Bahwa ob jek  gugatan  a  quo  bukan  merupakan  Keputusan  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  d iguga t  berdasarkan  pasa l  1  

angka  3  Undang- Undang  Nomor  5   Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,    d i t egaskan  bahwa suatu  

penetapan  te r t u l i s  yang  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l  dan  

Halaman 19 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.
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f i na l  yang  dapat  d ikua l i f i k a s i k an  sebaga i  keputusan  ta ta  

usaha  negara .  Bers i f a t  ind i v i dua l  ar t i n ya  keputusan  ta ta  

usaha  negara  i t u  t i dak  di tu j ukan  untuk  umum te tap i  te r t en t u  

ba ik  a lamat  maupun  hal  yang  di tu j u .  Oleh  karena  i t u  sura t  

Tergugat  yang  menjad i  ob jek  sengke ta  da lam  perkara  a  quo  

t i dak  memenuhi  kua l i f i k a s i  sebaga i  keputusan  ta ta  usaha  

negara ,  sebaga imana  dimaksud  pasa l  1  angka  9  Undang- Undang  

Nomor  51  Tahun  2009  dan  pen je lasan  pasa l  1  angka  3  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penggugat  Tidak  Mempunyai  Kepent ingan .

Bahwa  berdasarkan  Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  41 

Tahun  2010  ten tang  Organ isas i  dan  Tata  Ker ja  Kementer i an  

Dalam Neger i ,  jaba tan  Kepala  Seks i  Evaluas i  Pelaporan  Kiner j a  

Pemer in tahan  Daerah  pada  Subdi t  wi layah  I I  Di t j en  OTDA sudah  

t i dak  ada.  Maka  Penggugat  da lam  hal  in i  t i dak  mempunyai  

kepent i ngan  untuk  mengajukan  gugatan  karena  jaba tan  yang  

dipe rmasa lahkan  oleh  penggugat  sudah  t i dak  ada  da lam 

nomenkla tu r  Kementer i an  Dalam Neger i .

Bahwa Pasa l  53 ayat  (1 )  Undang- undang  Nomor  51 Tahun 2009 dan  

Penje lasannya  yang  menyatakan  bahwa  “hanya  orang  atau  badan  

hukum perdata  yang  berkedudukan  sebagai  subyek  hukum saja  

yang dapat  mengajukan gugatan  ke Pengadi lan  Tata  Usaha Negara  

untuk  menggugat  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Selanju tnya  

hanya  orang  atau  badan  hukum perdata   yang  kepent ingannya  

terkena   oleh   akibat    hukum Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

yang  dike luarkan  dan  karenanya  yang  bersangkutan  merasa  

dirug ikan  dibolehkan  menggugat  Keputusan Tata  Usaha Negara”  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa  yang  te rmuat  da lam ekseps i  merupakan  satu  kesatuan  

yang  t i dak  dapat  d ip i sahkan  dengan  bag ian  dalam  pokok  

perkara  in i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  memang benar  Tergugat  mengeluarkan  Keputusan  Menter i  

Dalam Neger i         Nomor  :  821.2  -  523   yang  di tanda  

tangan i  o leh  Pl t .  Di rek tu r  Jendera l  Otonomi  Daerah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Bahwa Terguga t  menolak  dengan  tegas  dal i l   gugatan  Penggugat  

angka  13 dan angka  14 dengan  alasan  sebaga i  ber i ku t  :

Ibu  Diah  Anggraen i  sebaga i  PLT Di r j en  Otda  menandatangan i  

Kepmendagr i  yang  menjad i  ob jek  perkara  a  quo  ada lah  

berdasarkan  pada  Sura t  Per in t ah  Menter i  Dalam  Neger i  

Nomor :  807/ .1 / 2777 /SJ  tangga l  8 Ju l i  2010  yang  is i nya  

anta ra  la i n :  a) .  d isamping  jaba tannya  sebaga i  

Sekretar i s  Jendera l  Kementer i an  Dalam Neger i  dan  Juga  

sebaga i  Pelaksana  Tugas (Pl t )  Direktur  jendera l  Otonomi  

Daerah /  Pejaba t  yang  ber tanggung  jawab  atas  

pelaksanaan  program (kepa la  satuan  ker j a )  d i  l i ngkungan  

Di rek to ra t  Jendera l  Otonomi  Daerah  Kementer i an  Dalam 

Neger i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Penugasan  Ibu  Diah  Anggraen i  o leh  Menter i  Dalam 

Neger i  te lah  sesua i  dengan  Permendagr i  nomor  41  tahun  

Halaman 21 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.
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2010  dan   Sekre ta r i s  Jendera l  atas  nama Terguga t  te l ah  

melaksanakan  dan memenuhi   fungs inya  sebaga imana  dia tu r  

da lam Keten tuan  Pasa l  7 huru f  g Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  Nomor  :  41  Tahun  2010  ten tang  Organ isas i  dan  

Tata  Ker ja ,  yang  berbuny i  :  “Sekretar i a t  Jendera l  

menyelenggarakan  fungsi :  

koord inas i  keg ia tan  Kementer i an  Dalam Neger i  ;

koord inas i  dan  penyusunan  rencana  dan  program 

Kementer i an  Dalam Neger i  ;

pembinaan  dan  pember ian  dukungan  admin is t r a s i  yang  

mel ipu t i  keta tausahaan ,  kepegawaian ,  keuangan,  

kerumahtanggaan ,  ars ip  dan  dokumentas i  Kementer i an  

Dalam Neger i  ;

pembinaan  dan  penye lenggaraan  organ i sas i  dan  

ta ta l a ksana ,  ker j asama,  dan hubungan  masyaraka t  ;

koord inas i  dan  penyusunan  pera tu ran  perundang- undangan  

dan bantuan  hukum ;

penye lenggaraan  penge lo laan  barang  mi l i k / k ekayaan  

negara ;  dan

“ Pelaksanaan  tugas  la in  yang  diber ikan  oleh  Menter i  

Dalam  Neger i . ”  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa keten tuan  Pasal  12  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  9 

Tahun  2003  ten tang  wewenang  Pengangkatan ,  Pemindahan  

dan  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  sebaga imana  

te l ah  diubah  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor.  63 

Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Atas  Pera tu ran  Pemer in tah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Nomor.  9  Tahun  2003  ten tang  wewenang  Pengangkatan ,  

Pemindahan,  dan Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  

menyatakan  :  “(1 )  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Pusat  

menetapkan  Pegawai  Neger i  Sipi l  Pusat  di  l ingkungannya  

dalam dan  dar i  jabatan  struktura l  eselon  I I  ke  bawah 

atau  jabatan  fungsional  yang fungsinya  set ingkat  dengan  

i tu ;    (2 )  Pejabat  sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1 )  

dapat  mendelegasikan  sebagian  wewenangnya  atau  

memberikan  kuasa  kepada  pejabat  la in  di l i ngkungannya  

untuk  menetapkan  Pengangkatan,  Pemindahan  dan  

Pemberhent ian  Pegawai  Neger i  Sipi l  dalam  dan  dar i  

jabatan  struktura l  eselon  I I I  ke  bawah  atau  jabatan  

fungsional  yang fungsinya  set ingkat  dengan i tu” .

Dengan  demik ian  kewenangan  PLT  Di r j en  Otda  

menandatangan i  Kepmendagr i  yang  menjad i  ob jek  perkara  

a  quo  mempunya i  landasan  hukum  yang  kuat  ya i t u  

berdasarkan  keten tuan  Pasa l  12  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  9  Tahun  2003  ten tang  Wewenang  Pengangkatan ,  

Pemindahan,  dan  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  

sebaga imana  te lah   d iubah   dengan   Pera tu ran  

Pemer in tah   Nomor   63  Tahun    2009 

ten tang  Perubahan  Atas  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  9 

Tahun  2003  ten tang  Wewenang Pengangkatan ,  Pemindahan,  

dan  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sebaga i  pera tu ran  pe laksanaan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  9  Tahun  2003  ten tang  Wewenang 

Pengangkatan ,  Pemindahan,  dan  Pemberhent i an  Pegawai  

Halaman 23 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.
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Neger i  Sip i l  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  63  Tahun  2009  ten tang  

Perubahan  Atas  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  9  Tahun  

2003  ten tang  Wewenang  Pengangkatan ,  Pemindahan,  dan  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  te lah   d i te t apkan  

Permendagr i  Nomor  34  Tahun  2010  ten tang  Pel impahan  

Wewenang  Pengangkatan ,  Pemindahan,  dan  Pemberhent i an  

Pegawai  Neger i  Sip i l  d i  L ingkungan  Kementer i an  Dalam 

Neger i .  Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  2  Pera tu ran  

Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  34  Tahun  2010  te rsebu t  

Menter i  Dalam  Neger i  mel impahkan  wewenangnya  kepada  

Eselon  I  Kementer i an  Dalam  Neger i  untuk  melakukan  

Pengangkatan ,  pemindahan,  dan  pemberhen t i an  dalam dan  

dar i  jaba tan  st ruk tu ra l  ese lon  IV .  

Selengkapnya  kami  kut i pkan  keten tuan  Pasa l  2 

Permendagr i  34 tahun  2010 sebaga i  ber i ku t  :

Pasal  2

(1 ) Menter i  Dalam  Neger i  mel impahkan  sebag ian  

wewenang  untuk  pengangkatan ,  pemindahan,  dan  

pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  kepada  :  

a. Sekre ta r i s  Jendera l  d i  l i ngkungan  Sekre ta r i a t  

Jendera l  dan  di  l i ngkungan  Ins t i t u t  Pemer in tahan  

Dalam Neger i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Inspek tu r  Jendera l  d i  l i ngkungan  Inspek to ra t  

Jendera l  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Di rek tu r  Jendera l  Kesatuan  Bangsa  dan Pol i t i k  

d i  l i ngkungan  Di rek to ra t  Jendera l  Kesatuan  Bangsa  

dan Pol i t i k  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Di rek tu r  Jendera l  Pemer in tahan  Umum  di  

l i ngkungan  Di rek to ra t  Jendera l  Pemer in tahan  Umum ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Di rek tu r  Jendera l  Otonomi  Daerah  di  

l i ngkungan  Di rek to ra t  Jendera l  Otonomi  Daerah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

f . Di rek tu r  Jendera l  Bina  Pembangunan  Daerah  di  

l i ngkungan  Di rek to ra t  Jendera l  Bina  Pembangunan  

Daerah  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g. Di rek tu r  Jendera l  Pemberdayaan  Masyaraka t  dan  

Desa  d i  l i ngkungan  Di rek to ra t  Jendera l  

Pemberdayaan  Masyaraka t  dan Desa dan di  l i ngkungan  

Bala i  Pemberdayaan  Masyaraka t  dan Desa.  

h. Di rek tu r  Jendera l  Admin is t r a s i  Kependudukan  

di  l i ngkungan  Di rek to ra t  Jendera l  Admin is t r a s i  

Kependudukan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i . Di rek tu r  Jendera l  Bina  Admin is t r a s i  Keuangan  

Daerah  di  l i ngkungan  Di rek to ra t  Jendera l  Bina  

Admin is t r a s i  Keuangan Daerah  ;  - - - - - - - - - - - - -

j . Kepala  Badan  Pendid i kan  dan  Pela t i han  di  

l i ngkungan  Badan  Pendid i kan  dan  Pela t i han  dan  di  

l i ngkungan  Pusat  Dik la t  Regiona l  ;  dan

k. Kepala  Badan  Penel i t i a n  dan  Pengembangan  di  

l i ngkungan  Badan  Penel i t i a n  dan  Pengembangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 )  Kewenangan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 ) ,  

mel ipu t i  :  

Halaman 25 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.
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a. Pemberhent i an  sementara  pegawai  neger i  s ip i l  

yang  berpangka t  Penata  Tingka t  I  golongan  ruang  

I I I / d  ke bawah ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Pengangkatan  kembal i  pegawai  neger i  s ip i l  

yang  diberhen t i k an  sementara  yang  berpangka t  

Penata  Tingka t  I  go longan  ruang  I I I / d  ke  bawah  ;  

dan

c.  Pengangkatan,  pemindahan,  dan  pemberhent ian  

dalam  dan  dar i  jabatan  struktura l  eselon  IV  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) Bentuk  pelaksanaan  kewenangan  sebaga imana  dimaksud  

pada  ayat  (2 )  d i te t apkan  dengan  Keputusan  Menter i  

Dalam Neger i  ;  - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Sura t  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  K.26-

20/V .24 - 25/99  tangga l  20  Desember  2001  yang  dida l i l k an  

penggugat  sesungguhnya  bukan  merupakan  produk  hukum dan  

hanya  merupakan  naskah  dinas  dan  t i dak  dapat  d igunakan  

sebaga i  dasar  hukum dengan alasan  :

Bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasal  7  ayat  (1 )  Undang-

Undang Nomor  10 tahun  2004 ten tang  Pembentukan  Pera tu ran  

perundang- undangan,  disebu tkan  jen i s  dan  h i ra r k i  

pera tu ran  perundang- undangan  mel ipu t i  :

Undang- Undang Dasar  Negara  Republ i k  Indones ia  Tahun 1945  

;

Undang- Undang/Pera tu ran  Pemer in tah  Penggant i  Undang-

Undang ;  

Pera tu ran  Pemer in tah  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Pera tu ran  Pres iden  ;  

Pera tu ran  Daerah  ;

Selan ju t nya  dalam  keten tuan  Pasal  7  ayat  (5 )  Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004 ten tang  Pembentukan  Pera tu ran  

perundang- undangan  d isebu tkan  bahwa “Kekuatan  hukum 

Pera tu ran  Perundang- undangan  ada lah  sesua i  dengan  

hie ra r k i  sebaga imana  d imaksud  pada ayat  (1 ) ” .

Bahwa sebaga i  pera tu ran  pe laksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  9  Tahun  2003  ten tang  Wewenang  Pengangkatan ,  

Pemindahan,  dan  Pemberhent i an   Pegawai   Neger i   Sip i l  

sebaga imana   te lah   d iubah  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  63  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Atas  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  9  Tahun  2003  ten tang  Wewenang 

Pengangkatan ,  Pemindahan,  dan  Pemberhent i an  Pegawai  

Neger i  Sip i l ,  te lah   d i t e t apkan  Permendagr i  nomor  34 

Tahun  2010  ten tang  Pel impahan  Wewenang  Pengangkatan ,  

Pemindahan,  dan  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i   Sip i l   d i  

L ingkungan    Kementer i an    Dalam  Neger i .  

Berdasarkan  

keten tuan  Pasa l  2  Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  

34  Tahun  2010  te rsebu t  Menter i  Dalam Neger i  mel impahkan  

wewenangnya  kepada  Eselon  I  Kementer i an  Dalam  Neger i  

untuk  melakukan  Pengangkatan ,  pemindahan,  dan 

pemberhent i an  da lam  dan  dar i  jaba tan  st ruk tu ra l  ese lon  

IV  ;  

Sehingga  je l as l ah  bahwa  Kekuatan  hukum  Pera tu ran  

Perundang- undangan  mempunyai  kedudukan  leb ih  t i ngg i  dar i  

pada Sura t  Kepala  Badan Kepegawaian  Negara  Nomor  :  K.26-

Halaman 27 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.
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20/V .24 - 25/99  tangga l  10  Desember  2001  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  argumentas i  d i  atas  maka PLT Di r j en  Otda  

Ibu  Diah  Anggraen i  mempunya i  kewenangan  untuk  

menandatangan i  pemberhen t i an  ese lon  IV  di  l i ngkungan  

Di t j en  Otda  dan  te l ah  melaksanakan  kewenangannya  sesua i  

dengan  asas  umum penye lenggaraan  pemer in tahan  yang  baik  

ya i t u  te r t i b  penye lenggaraan  Negara ,  seh ingga  dengan  

demik ian  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor.  821.2  –  

523 (ob jek  gugatan  a quo)   yang  di tanda tangan i  o leh  Pl t .  

(Pe laksana  Tugas)  Di rek tu r  Jendera l  Otonomi  Daerah  sudah  

sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1 )  dan  ayat  (2 )  huru f  c  

Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  34  Tahun  2010  ;  

- - - - - - - - - -

Bahwa Terguga t  menolak  dengan  tegas  dal i l  Penggugat  da lam 

gugatannya  pada   angka  6  dan  angka  7  ha laman  2  yang  

in t i n ya  menyatakan : ”  …bahwa  t i ndakan   memberhent i kan  

dengan  hormat   penggugat  dar i  jaba tannya  adalah  

ber ten tangan  dengan  keten tuan  Pasa l  17  UU no.  43  Tahun  

1999. . ”  dengan alasan  sebaga i  ber i ku t  :

Penerb i t an  Kepmendagr i  yang  menjad i  ob jek  sengketa  dalam 

perkara  a  quo  didasarkan  pada  per t imbangan  adanya  

pejaba t  yang  pens iun ,  mutas i ,  promosi  dan  te l ah  

di t e t apkannya  Permendagr i  Nomor  41  Tahun  2010  

ten tang   Organ isas i  dan Tata  Ker ja  Kementer i an  Dalam 

Neger i  sebaga i  penggant i  Kepmendagr i  Nomor  130 Tahun  

2003  ten tang  ten tang  st ruk tu r  organ i sas i  dan  ta ta  

Disclaimer
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ker ja  di  l i ngkungan  Depar temen  Dalam  Neger i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bahwa  subs tans i  Permendagr i  Nomor  41  Tahun  2010  pada  

in t i n ya  merubah  st ruk tu r  organ isas i  dan  ta ta  ker j a  

Kemendagr i  seh ingga  dengan  demik ian  se lu ruh  pe jaba t  

Kemendagr i  yang  menduduk i  jaba tan  te r t en t u  

berdasarkan  st ruk tu r  organ isas i  yang  dia tu r  da lam 

Kepmendagr i  Nomor  130  tahun  2003  dibe rhen t i k an  

karena  t i dak  ada  lag i  nama jaba tan  yang  diembannya  

karena  te l ah  diubah  oleh  Permendagr i  Nomor  41  Tahun  

2010 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sehubungan  dengan  ura ian  te rsebu t  d i  atas  te l ah  

nyata  bahwa  penerb i t an  Kepmendagr i  da lam  perkara  

aquo  yang  memberhent i kan  se lu ruh  pejaba t  Kemendagr i  

te rmasuk  memberhent i kan  Penggugat  adalah  dalam 

rangka  melaksanakan  Permendagr i  Nomor  41  Tahun  2010  

sebaga i  bagian  da lam  kerangka  penataan  organ isas i  

Kemendagr i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa se lan ju t nya  sete lah  se lu ruh  pe jaba t  d i  l i ngkungan  

Kemendagr i  d ibe rhen t i k an   dar i   jaba tannya  

berdasarkan   sru tk t u r   organ isas i   yang  

dia tu r  da lam Kepmendagr i  Nomor  130  Tahun  2003,  maka 

diangka t l ah  pejaba t  yang  memenuhi  persya ra tan  untuk  

menduduk i  jaba tan  dalam  st ruk tu r  or rgan i sas i  

Kemendagr i  yang  baru  berdasarkan  Permendagr i  Nomor  

41  Tahun  2010 ;  

Halaman 29 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Bahwa sesua i  dengan  Pasa l  5 huru f  d Pera tu ran  pemer in tah  

nomor  100  tahun  2000  ten tang  Pengangkatan  PNS Dalam 

Jabatan  St ruk tu ra l  d i t egaskan  bahwa  sa lah  satu  

persyara tan  untuk  diangka t  da lam jaba tan  st ruk tu ra l  

ada lah :  semua  unsur  pen i l a i an  pres tas i  ker ja  

sekurang- kurangnya  bern i l a i  ba ik  da lam 2 (dua)  tahun  

te rakh i r  ;  - - - - - - - - -

Seja lan  dengan  amanat  Pera tu ran  Pemer in tah  nomor  10 tahun  

1979  ten tang  Peni l a i an  Pelaksanaan  Peker j aan  Pegawai  

Neger i  Sip i l  khususnya  Pasa l   4  ayat  (2 )  huru f  b 

menunjukan  bahwa “Pres tas i  ker ja ”  merupakan  bag ian  dar i  

daf ta r  Peni l a i an  Pelaksanaan  Peker jaan  PNS (DP3)  ;  

- - - - - - - - - - - -

Bahwa hal  in i  d i t egaskan  lag i  da lam Pasal  5  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  100  Tahun  2000  yang  menyatakan  :  

“Persya ra tan  untuk  dapat  d iangka t  da lam  jaba tan  

st ruk tu r a l ,  ada lah  :

bers ta t us  pegawai   neger i  s ip i l  ;

serendah- rendahnya  menduduk i  pangkat  1  (sa tu )  t i ngka t  

d ibawah jen jang  pangkat  yang  di ten tukan  ;

memi l i k i  kua l i f i k a s i  dan  t i ngka t  pend id i kan  yang  

di t en tukan  ;

semua unsur  pen i l a i an  pres tas i  ker ja  sekurang- kurangnya  

bern i l a i  ba ik  da lam 2 (dua)  tahun  te rakh i r  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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memi l i k i  kompetens i  jaba tan  yang  d ipe r l u kan  ;  dan  

sehat  jasman i  dan  rohan i . ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Dalam  perkara  in i ,  Penggugat  ya i t u  Sdr  Dr .  drh .  Rotua  

Wendei l yna  Simarmata   t i dak   memenuhi   sa lah   satu  

persya ra tan   sebaga imana dia tu r  

da lam Pasa l  5  huru f  d   Pera tu ran  Pemer in tah  nomor  100  

tahun  2000  sebaga imana  diubah  dengan  Pera tu ran  

Pemer in tah  nomor  13  tahun  2002  ten tang  Perubahan  

Pera tu ran  Pemer in tah  100  Tahun  2000  ten tang  

Pengangkatan  PNS Dalam Jabatan  St ruk tu ra l ,  karena   yang  

bersangku tan  t i dak  memi l i k i  Daf ta r  Peni l a i an  

Pelaksanaan  Peker jaan  (DP3)  se lama  2  tahun  te rakh i r  

ya i t u  DP3 tahun  2008  dan  DP3 tahun  2009.  Dengan  t i dak  

te rpenuh inya   sa lah   satu   persyara tan   pengangkatan  

jaba tan      st ruk tu r a l  sebaga imana  keten tuan  dia tas  

maka  penggugat  t i dak  dican tumkan  namanya     da lam 

daf ta r     pe jaba t    yang    menduduk i   jaba tan  ese lon  

IV  

sebaga imana  lampi ran  da lam  Kepmendagr i  yang  menjad i  

ob jek  perkara  a  quo ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Tergugat  menolak  dengan  tegas  da l i l  Penggugat  pada  

angka  7  halaman  3  yang  menyatakan  “……..Pemberhen t i an  

Pegawai  Neger i  Sip i l  dar i  jaba tan  st ruk tu r a l  

Halaman 31 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.
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di te t apkan  dengan  keputusan  pejaba t  yang  berwenang  

sete lah  mela lu i  per t imbangan  Komis i  Kepegawaian  

Negara /Baper j aka t  d ise r t a i  a lasan  yang  je l as  atas  

pemberhent i annya ” .  Dal i l  te r sebu t  ada lah  t i dak  

bera lasan  hukum karena  penerb i t an  objek  sengketa  dalam 

perkara  a  quo  te l ah  mela lu i  prosedur ,   ya i t u  dengan  

te l ah  di l akukannya  proses  penataan  jaba tan  st ruk tu ra l  

d i l i n gkungan  Kementer i an  Dalam Neger i .  Terka i t  dengan  

permasa lahan  te rsebu t  d ia tas ,  mela lu i  sura t  Menter i  

Dalam  Neger i  Nomor  005/2090 /SJ  tangga l  29  September  

2010  per iha l  undangan  rapa t   koord inas i  unsur  pimpinan  

dengan  agenda  penataan  PNS di l i n gkungan  Kementer i an  

Dalam  Neger i  dan  BNPP pada  har i  kamis  tangga l  30  

September  2010  puku l  12.00  wib ,  ber tempat  di l an ta i  3  

gedung  pimpinan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  berdasarkan  se lu ruh  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  in  

fac to  pemberhent i an  dan  pengangka tan  se lu ruh  pejaba t  

Kemendagr i  te l ah  sesua i  dengan  Permendagr i  Nomor  41  

tahun  2010  dan  t i dak  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  sebaga imana  dida l i l k a n  Penggugat  

pada  angka  6  dan  angka  7 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pember i t ahuan  ten tang  pelaksanaan  pelan t i k an  pejaba t  

ese lon  IV  di  L ingkungan  Kementer i an  Dalam  Neger i  t i dak  

di l akukan  kepada  Penggugat ,  karena  Penggugat  t i dak  

merupakan  sa lah  satu  Pejaba t  Eselon  IV  diL i ngkungan  

Kementer i an  Dalam  Neger i  yang  jaba tannya  te rmasuk  dalam 

st ruk tu r  baru  dan  mengalami  reorgan i sas i  ataupun  promosi  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa t i ndakan  Penggugat  sebaga imana  dida l i l k a n  pada  but i r  

4,  t i dak  tepa t  karena   yang    mempunyai   kewenangan  

untuk  menjawab  sta tus   pegawai   d i  

l i ngkungan  Kementer i an  Dalam  Neger i  adalah  Kepala  Bi ro  

Kepegawaian  ;  - - - - -  

Bahwa  dal i l  Penggugat  but i r  5  berka i t an  dengan  t i ndakan  

Penggugat ,  dengan  menghadap  dan  melapor  kepada  Kepala  

Bi ro  Kepegawaian  sudah  tepa t .  Hal  in i  d i t i ndak l an j u t i  

dengan  pernya taan  Kepala  Bi ro  Kepegawaian  bahwa  sta tus  

Penggugat  adalah  masih  te rda f t a r  sebaga i  s ta f  Di rek to ra t  

Jendera l  Otonomi  Daerah,  seh ingga  dapat  d inya takan  bahwa 

Penggugat  hanya  mempermasalahkan  jaba tan  yang  d iemban  

Penggugat  sebe lumnya  ;  - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Penggugat  te lah  sa lah  menafs i r kan  keten tuan  Undang-

Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor.  43  Tahun  1999  ten tang  

perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor.  8  Tahun  1974  ten tang  

Pokok- Pokok  Kepegawaian  dimaksud ,  ya i t u  mengena i  “ pr ins i p  

pro fes i ona l i sme ,  sesua i  dengan  kompetens i ,  pres tas i  ker ja  

dan  jen jang  pangkat  yang  di t e t apkan  untuk  jaba tan  i t u  

ser ta  syara t  obyek t i f  la i nnya . . . ”  d i  mana  Penggugat  

menafs i r kan  pro fes i ona l i sme  Penggugat  hanya  dengan  alasan  

pangkat /Go longan  ser ta  Gelar  Akademik  yang  dimi l i k i  

Penggugat  tanpa  mel iha t  kompetens i  dan  pres tas i  ker j a  

yang  di j a l ankan  Penggugat  da lam  mengemban  Jabatan  

dimaksud.  Senyatanya  Jabatan  yang  d iemban  oleh  Penggugat  

ada lah  sebuah  kepercayaan  yang  d ibe r i k an  ins tans i  untuk  

Halaman 33 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.
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melaksanakan  tugas - tugas  jaba tannya  dan  bukan  merupakan  

hak  yang  harus  d ipe ro leh .  Dalam Gugatan  a  quo  Penggugat  

leb ih  meni t i k be ra t kan  kepada  jaba tan  Penggugat   yang  

hi l ang  dan  Penggugat  merasa  Jabatan  i t u  adalah  haknya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa da l i l  gugatan  Penggugat  but i r  7  ada lah  t i dak  benar .  

Penggugat  t i dak  mencermat i  adanya  perubahan  nomenk la tu r  

Depar temen  Dalam Neger i  menjad i  Kementer i an  Dalam Neger i  

sebaga imana  Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i    Nomor  :   3  

Tahun  2010   ten tang    Perubahan    Nomenkla tu r        dan  

di l an j u t kan  dengan  penerb i t an  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  Nomor  :  41  Tahun  2010  ten tang  organ i sas i  dan  ta ta  

ker ja  Kementer i an  Dalam Neger i  yang   merupakan   perubahan  

atas  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  :  

130  Tahun  2004   ten tang  st ruk tu r  organ isas i  dan  ta ta  

ker ja  d i l i n gkungan  Depar temen  Dalam  Neger i ,  d imana  

dida lam  pera tu ran  menter i  d imaksud  mengubah  juga  

nomenkla tu r  jaba tan ,  yang  berdampak  pada  perubahan  

pos is i ,  perombakan  ataupun  ef i s i ens i  yang  mengak iba t kan  

satu  jaba tan  di t i a dakan  atau  dikembangkan.  In  fac to  

jaba tan  yang  dimi l i k i  o leh  Penggugat  mengalami  perubahan  

nomenkla tu r .  Hal  in i  je l as  t i dak  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  100  Tahun  2000  ten tang  

Pengangkatan  Pegawai  Neger i  Sip i l  Dalam  Jabatan  

St ruk tu ra l  sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor.  13  Tahun  2002  ten tang  Perubahan  Atas  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor.  100  Tahun  2000  ten tang  

Pengangkatan  Pegawai  Neger i  Sip i l  Dalam  Jabatan  

St ruk tu ra l  sebaga imana  dida l i l k a n  Penggugat .

Disclaimer
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Dengan  adanya  penataan  organ isas i  d i  Di rek to ra t  Jendera l  

Otonomi  Daerah  Kementer i an  Dalam  Neger i  berdasarkan  

Permendagr i  Nomor  :  41  tahun  2010  ten tang  Organ isas i  dan  

Tata  Ker ja  Kementer i an  Dalam  Neger i  maka  hal  in i  

berdampak  pada  st ruk tu r  organ isas i  dan  perubahan  

nomenkla tu r  jaba tan  seh ingga  per lu  di l akukan  penataan  

person i l  secara  menyelu ruh  di l i n gkungan  Di rek to ra t  

Jendera l  Otonomi  Daerah  mula i  dar i  pe jaba t  St ruk tu ra l  

ese lon  I ,  I I ,  I I I  dan  IV  ser ta  penataan  sta f .  Langkah  

penataan  person i l  in i  d i l akukan  dengan  cara  

memberhent i kan  semua  pejaba t  s t ruk tu r a l  yang  lama  dan  

mengangkat  kembal i  dalam  jaba tan  yang  baru  sepan jang  

pejaba t  te rsebu t  memenuhi  persyara tan  sesua i  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  ;  - - - -

Sesua i  dengan  Pasal  5  huru f  d  Pera tu ran  pemer in tah  

Nomor  :  100  tahun  2000  ten tang  Pengangkatan  PNS Dalam 

Jabatan  St ruk tu ra l  d ipe r i n t ahkan  dalam keten tuan  te rsebu t  

bahwa sa lah  satu  persyara tan  untuk  diangka t  da lam jaba tan  

st ruk tu r a l  ada lah :  semua  unsur  peni l a i an  pres tas i  ker j a  

sekurang- kurangnya  bern i l a i  ba ik  da lam  2  (dua)  tahun  

te rakh i r  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  kasus  in i ,  Penggugat  ya i t u  Sdr  Dr .  drh .  Rotua  

Wendei l yna  Simarmata  t i dak  memenuhi  persayara tan  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasal  5  huru f  d   Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  100  tahun  2000  sebaga i  d iubah  dengan  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  13  tahun  2002  ten tang  

Perubahan  Pera tu ran  Pemer in tah  100  Tahun  2000  ten tang  

Pengangkatan  PNS Dalam Jabatan  St ruk tu ra l ,  karena   yang  

Halaman 35 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.
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bersangku tan  t i dak  memi l i k i  Daf ta r  Peni l a i an  Pelaksanaan  

Peker j aan  (DP3)  se lama  2  tahun  te rakh i r  ya i t u  DP3 tahun  

2008 dan DP3 tahun  2009.

Dengan  t i dak  te rpenuh inya  persyara tan  pengangka tan  

jaba tan  st ruk tu r a l  sebaga imana  keten tuan  dia tas  maka 

penggugat  t i dak  d ican tumkan  namanya  dalam  daf ta r  pe jaba t  

yang  menduduk i  jaba tan  ese lon  IV  sebaga imana  lampi ran  

dalam  Kepmendagr i  yang  menjad i  ob jek  perkara  a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Terguga t  menolak  dengan  tegas  dal i l  penggugat  angka  8 

karena  pemberhent i an  dalam  jaba tan  sesua i  dengan  

Kepmendagr i  yang  menjad i  ob jek  gugatan  adalah  

pemberhent i an  secara  ko lek t i f  da lam  rangka  memenuhi  

penataan  sta f  dan  pejaba t  st ruc tu r a l  d i l i n gkungan  

kemente r i an  Dalam Neger i  Berdasarkan  Permendagr i  nomor  41  

tahun  2010 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Terguga t  menolak  secara  tegas  dal i l  penggugat  angka  9 

yang  bers i f a t  tendens ius  dan  cenderung  memfi tnah  dan  

mengada- ada.  Tergugat  mohon  mela lu i  Maje l i s  agar  

penggugat  membukt i kan  dal i l n ya  dalam perkara  in i  ;  - - - - - -

Bahwa  da l i l  Penggugat  but i r  10  t i dak  re levan  d ika i t k an  

dengan  perkara  a  quo,  karena  gugatan  penggugat  masuk  

dalam  l i ngkup  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  bukan  

l i ngkup  Perad i l an  Umum,  fak ta  la i nnya  ya i t u  Di rek tu r  

Jendera l  Otonomi  Daerah   saat  in i  t i dak  lag i  d i j aba t  o leh  

Pelaksana  Tugas  (P l t )   seh ingga   t i dak   re levan  

mengai t kan   gugatan   a quo    dengan    perka ra  la i nnya  dan 

kewenangan  untuk  melant i k  jaba tan  ese lon  I I  dan  ese lon  

I I I  ada lah  kewenangan  Menter i  Dalam  Neger i  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Penggugat  da lam  dal i l n ya  but i r  11  seka l i  lag i  

menyatakan  sub jek t i f i t a s n ya  dengan  menyebutkan  is t i l a h  

“mel i ndung i ”  dan  menyebutkan  nama  suku  te r t en tu  yang  

tu juannya  semata  hanya  untuk  mengai t kan  atau  memenuhi  

unsur  da lam  Pasa l  17  Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  1999  

ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974 

ten tang  Pokok- Pokok  Kepegawaian  yang  berbuny i  :  “Pegawai  

Neger i  Sip i l  d iangka t  da lam jaba tan  dan  pangkat  te r t en tu .  

Pengangkatan  Pegawai  Neger i  Sip i l  da lam  suatu  

jaba tan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t a

npa  membedakan  jen i s  ke lamin ,  suku,  agama,  ras  atau  

golongan” .   Terguga t  menolak  dal i l  penggugat  karena  hal  

in i  ada lah  kewenangan  Menter i  Dalam  Neger i  yang  t i dak  

di l impahkan  kepada  ese lon  I  dan  se la i n  i t u  banyak  pula  

pe jaba t  ese lon  I I ,  I I I  dan IV  yang  berasa l  dar i  suku  yang  

mewaki l i  se lu ruh  Indones ia  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Terguga t  menolak  dengan  tegas  dal i l  penggugat  pada  

angka  12  karena  be lum  ada  putusan  pengad i l an  yang  te l ah  

mempunya i  kekuatan  hukum te tap  yang  menyatakan  sdr   Nur  

Wahyuni ,  Fauz ia ,  Fer ry  Dachr i  dan  sta f  la i nnya  te rbuk t i  

melakukan  t i ndak  pidana  korups i .  Sedangkan  Sdr  Andi  

Kr ia rmon i   ada lah   pe jaba t   ese lon   I I I   yang   kewenangan  

pengangkatannya  

merupakan  wewenang  Menter i  Dalam  Neger i  dan  t i dak  

di l impahkan  kepada  pejaba t  ese lon  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa  Terguga t  menolak  secara  tegas  dal i l  penggugat  pada  

angka  15  dengan  alasan  bahwa  penerb i t an  objek  gugatan  

dalam  perkara  a  quo  secara  prosedur ,  mekanisme  dan  

substans i  te l ah  sesua i  dengan  apa  yang  te lah  Terguga t  

je l askan  pada  angka  9  halaman  13  dalam  pokok  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - -

Bahwa Penggugat  te lah  sa lah  menafs i r kan  Sura t  Kepala  Badan  

Kepegawaian  Negara     Nomor    :   K.26- 20/V .24- 25 /  99 

tangga l      10 Desember   2001  sebaga imana  da l i l  Penggugat  

but i r  14,  d ika renakan  Pl t .  Di rek tu r  Jendera l  Otonomi  

Daerah  dalam  perkara  a  quo  adalah  Sekre ta r i s  Jendera l ,  

yang  kewenangannya    d ia tu r     da lam       Pera tu ran  

Menter i    Dalam   Neger i   dan 

kewenangan  yang  d imi l i k i  o leh  Sekre ta r i s  Jendera l  se laku  

pimpinan  Sekre ta r i a t  Jendera l  Kementer i an  Dalam  Neger i  

meleb ih i  Di rek tu r  Jendera l  sebaga imana  keten tuan  Pasa l  7 

huru f  c  Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor.  41  Tahun  

2010  ten tang  Organ isas i  dan  Tata  ker j a ,  yang  berbuny i  :  

“sek re ta r i a t  Jendera l  menyelenggarakan  fungs i  

:a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c .  pembinaan  dan  pember ian  

dukungan  admin is t r a t i f  yang  mel ipu t i  keta tausahaan ,  

kepegawaian ,  keuangan,  kerumahtanggaan,  ars ip  dan  

dokumentas i  Kementer i an  Dalam  Neger i ” .  Sehingga  dapat  

d ika takan  bahwa  Sekre ta r i s  Jendera l  Kementer i an  Dalam 

Neger i  in  casu  memi l i k i  kewenangan  dalam  Pembinaan  

kepegawaian  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Dalam Pasa l  8  Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  1  Tahun  

Disclaimer
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2005  ten tang  Tata  Naskah  Dinas  di  L ingkungan  Depar temen  

Dalam  Neger i ,  d isebu tkan  bahwa Naskah  Dinas  Depar temen 

Dalam Neger i  d i t anda tangan i  o leh  pejaba t  Depar temen  Dalam 

Neger i  yang  d ibe r i  wewenang  untuk  i t u .  se lan ju t nya  da lam 

Pasa l  10  disebu tkan  bahwa Sekre ta r i s  Jendera l ,  Inspek tu r  

Jendera l ,  Di rek tu r  Jendera l ,   Kepala   Badan   dan   Rekto r  

Ins t i t u t   Pemer in tahan   Dalam    Neger i

menandatangan i  naskah  dinas  dalam  susunan  dan  bentuk  

produk  hukum yang  bers i f a t  penetapan  atas  nama Menter i  

Dalam Neger i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan   ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  je l as l ah  bahwa 

penerb i t an  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor.  821.2  –  

523  tangga l  5  Oktober  2010  t i dak  menyalah i  atu ran  dan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  te l ah  

memenuhi  prosedur  yang  di ten tukan  dalam penerb i t an  suatu  

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  se lu ruh  dal i l  dan  fak ta  hukum  ser ta  

argumentas i  te rsebu t  d i  atas ,   mohon k i ranya   Maje l i s  Hakim 

yang   memer iksa   perkara   in i  berkenan  member ikan  putusan  

dengan amar  putusan  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI  :

Memer iksa  dan  memutus  ekseps i  te r l eb i h  dahu lu  sebe lum 

Halaman 39 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemer iksaan  pokok  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mener ima  ekseps i  Tergugat  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  gugatan  penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak  Gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  sah  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  :  821.2  

–  523  tangga l  5  Oktober  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  yang  

t imbu l  da lam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa,  atas  jawaban  Tergugat  te rsebu t ,  Penggugat  te l ah  

mengajukan  Repl i k  te r t angga l  4 Januar i  2011 yang  se lengkapnya  

mengemukakan  hal - ha l  sebaga imana  te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  

Pers idangan  dan  merupakan  satu  kesatuan  yang  t i dak  

te rp i sahkan  dar i  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Bahwa,  atas  Repl i k  Penggugat  te rsebu t ,  Tergugat  te lah  

mengajukan  Dupl i k  te r t angga l   11  Januar i  2011  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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se lengkapnya  mengemukakan  hal - ha l  sebaga imana  te rmuat  da lam 

Ber i t a  Acara  Pers idangan  dan  merupakan  satu  kesatuan  yang  

t i dak  te rp i sahkan  dar i  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa,  untuk  mendukung  dal i l - da l i l  gugatannya ,  Penggugat  

te lah  mengajukan  bukt i  berupa  fo tocopy  sura t  yang  te l ah  

dibe r i  matera i  cukup  dan  sete lah  dicocokkan  te rnya ta  sesua i  

dengan as l i  /  fo tocopynya ,  bukt i  mana dibe r i  tanda  P- 1 s/d  P-

48 yang  te rd i r i  dar i  :

01. Bukt i  P- 1 : Pet i kan  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  821.1 - 252  tangga l  4  September  2008  

ten tang  Pengangkatan  DR.  drh .  ROTUA WENDEILINA 

SIMARMATA,  M.Si  sebaga i  Kepala  Seks i  Evaluas i  

Pelaporan  Kiner j a  Pemer in tahan  Daerah  (copy  

dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02. Bukt i  P- 2 : Sura t  Iz i n  Cut i  Tahunan  No.  

144/KEPEG/OTDA/2010  tangga l  30  September  2010  

atas  nama DR.  drh .  ROTUA WENDEILYNA SITORUS,  

M.Si  (copy  sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03. Bukt i  P- 3 : Pet i kan  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  821.2 - 523  tangga l  5  Oktober  2010  

ten tang  Pemberhent i an  DR.  drh .  ROTUA WENDEILINA 

SIMARMATA,  M.Si  dar i  jaba tan  sebaga i  Kepala  

Seks i  Evaluas i  Pelaporan  Kiner j a  Pemer in tahan  

Daerah  (copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 41 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.
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04. Bukt i  P- 4 : Tanda  te r ima  berkas  sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  No.  821.2 - 523  

tangga l  5  Oktober  2010  ten tang  Pemberhent i an  

DR.  drh .  ROTUA WENDEILINA SIMARMATA,  M.Si  dar i  

jaba tan  sebaga i  Kepala  Seks i  Evaluas i  Pelaporan  

Kiner j a  Pemer in tahan  Daerah  (copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05. Bukt i  P- 5 : Sura t  Ketua  lembaga  Per l i ndungan  

Saks i  dan  Korban  (LPSK)  No.  S-

681/1 .3 / LPSK/08 /2010  tangga l  5  Agustus  2010  

per i ha l  Pember i t ahuan  Per l i ndungan  (copy  dar i  

copy)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06. Bukt i  P- 6 : Sura t  Di rek tu r  Pengaduan  

Masyaraka t  pada  KPK  No.  B- 2774/43 /10 /2010  

tangga l  27  Oktober  2010  per iha l  Tanggapan  atas  

pengaduan  masyaraka t  (copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  - - - - -

07. Bukt i  P- 7 : Sura t  Deput i  Bidang  Pengawasan  

In te rna l  dan  Pengaduan  Masyaraka t  pada  KPK No.  

R-3156/40- 43/12 /2010  tangga l  3  Desember  2010  

per i ha l  Tanggapan  atas  pengaduan  masyaraka t  

(copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08. Bukt i  P- 8 : Ber i t a  Media  Pemberantas  Korups i  

ed is i  23 Tahun 2 (copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

09. Bukt i  P- 9 : Sura t  Kepala  Badan  Kepegawaian  

Disclaimer
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Daerah  Prov ins i  DKI  Jakar ta  No.  4730/ - 082.63  

tangga l  16  Desenber  2010  per iha l  Undangan  

Psiko tes  (copy  sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  P- 10 : Sura t  Dakwaan No.  Reg.  Perkara  :  

PDS-20/JKT.PST/10 /2010  tangga l  4  Oktober  2010  

yang  dibua t  o leh  Jaksa  Penuntu t  Umum pada  

Kejaksaan  Neger i  Jakar ta  Pusat  (copy  dar i  copy)  

;  - - - - - - - - - -

11. Bukt i  P- 11 : Kwi tans i  pembayaran  dar i  Wisma 

Pandawa tangga l  3 Apr i l  2009 atas  nama DR.  drh .  

ROTUA WENDEILYNA  SIMARMATA,  M.Si  (copy  dar i  

copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

12. Bukt i  P- 12 : Sura t  Per in t ah  Per ja l anan  Dinas  

No.  31/TU PKEKD/SD I I / I I I / 2 0 09  tangga l  27 Maret  

2009  atas  nama  DR.  drh .  ROTUA  WENDEILYNA 

SIMARMATA,  M.Si  (copy  dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

13. Bukt i  P- 13 : Berkas  Sura t  Per in tah  Per ja l anan  

Dinas  atas  nama HERIE  SAKSONO, dkk  (copy  dar i  

copy)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i  P- 14 : Pet i kan  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  821.1 - 050  tangga l  2  September  2004  

ten tang  Pengangkatan  DR.  drh .  ROTUA WENDEILINA 

SIMARMATA,  M.Si  sebaga i  Kepala  Seks i  Fas i l i t a s i  

Kemi t raan  Prov ins i  pada  Subdi t  Fas i l i t a s i  

Halaman 43 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
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Kemi t raan  Leg is l a t i f  dan  Ekseku t i f  Di t j en  OTDA 

(copy  dar i  copy)  

15. Bukt i  P- 15 : Nota  Dinas  Kepala  Seks i  Evaluas i  

Pelaporan  Kiner j a  Pemer in tah  daerah  Subdi t  

Wilayah  I I  Di t .  PKEKD tangga l  3  Nopember  2008  

(copy  dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i  P- 16 : Memo  kepada  Kepala  Seks i  

Evaluas i  te r t angga l  2  Desember  2008  (copy  dar i  

copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

17. Bukt i  P- 17 : Nota  Dinas  Di rek tu r  Pengembangan  

Kapas i t as  dan  Evaluas i  Kiner j a  Daerah  No.  

32/PKEKD/I I / 2009  tangga l  2  Pebruar i  2009  (copy  

dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

18. Bukt i  P- 18 : Sura t  Sekre ta r i s  Di r j en  Otonomi  

Daerah  No.  005/2402 /OTDA  tangga l  5  Nopember  

2008 per iha l  Undangan (copy  dar i  copy)  ;  

19. Bukt i  P- 19 : Daf ta r  Nama Pegawai  Di t j en  OTDA 

yang  te r l i b a t  da lam  SPPD Fik t i f  (copy  dar i  

copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

20. Bukt i  P- 20 : Memo Kasubd i t  Wi layah  I I  Di t .  

PKEKD  No.  207/SD. I I / PK - EKD/09  tangga l  20  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
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Pebruar i  2009  (copy  dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bukt i  P- 21 : Piagam  Tanda  Kehormatan  

Satya lancana  Karya  Satya  10  Tahun  tangga l  23  

Ju l i  2007  atas  nama  drh .  ROTUA WENDEILYNA 

SIMARMATA,  M.Si  (copy  dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

22. Bukt i  P- 22 : Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  420- 455  tahun  2008  tangga l  2  Mei  

2008  ten tang  Penetapan  Peser ta  Pener ima  Bantuan  

Dana  Pendid i kan  Program  Dokto r  (S- 3)  bag i  PNS 

di  L ingkungan  Depdagr i  pada  beberapa  Perguruan  

Tingg i  Tahun  Anggaran  2008  (copy  dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. Bukt i  P- 23 : Sura t  Kasat  V/Korups i  Di r  

Reskr imsus  Polda  Metro  Jaya  No.  

B/515 / IV /2010 /D i t  Reskr imsus  tangga l  30  Apr i l  

2010  per iha l  Pember i t ahuan  perkembangan  has i l  

peny id i kan  (copy  dar i  copy)  

24. Bukt i  P- 24 : Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  164  Tahun  2004   ten tang  Organ isas i  

Subbag ian ,  Seks i  dan  Subbidang  di   L ingkungan  

Depdagr i  (copy  dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. Bukt i  P- 25 : Bagan  St ruk tu r  Organ isas i  

Di rek to ra t  Jendera l  Otonomi  Daerah  (copy  dar i  

copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 45 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - -

26. Bukt i  P- 26 : Foto  ucapan  se lamat  dar i  Menter i  

Dalam Neger i  da lam Sidang  Terbuka  Promosi  Gelar  

Dokto r  kepada  drh .  ROTUA WENDEILYNA SIMARMATA,  

M.Si  (copy  sesua i  pr in t e r  warna)  ;  

27. Bukt i  P- 27 : Undang- Undang  No.  43  Tahun  1999  

ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.  8 

Tahun  1974  ten tang  Pokok- Pokok  Kepegawaian  

(copy  dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. Bukt i  P- 28 : Undang- Undang  Dasar  Negara  

Republ i k  Indones ia  Tahun  1945  (copy  dar i  

copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

29. Bukt i  P- 29 : Undang- Undang  No.  28  Tahun  1999  

ten tang  Penye lenggaraan  Negara  Yang  Bers ih  dan  

Bebas  dar i  Korups i ,  Kolus i  dan  Nepot i sme  (copy  

dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. Bukt i  P- 30 : Undang- Undang  No.  43  Tahun  1999  

ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.  8 

Tahun  1974  ten tang  Pokok- Pokok  Kepegawaian  

(p r i n t  dar i  in te rne t )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. Bukt i  P- 31 : Pera tu ran  Pemer in tah  No.  53 

Tahun  2010  ten tang  Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
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Sip i l  (copy  dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32. Bukt i  P- 32 : Pera tu ran  Pemer in tah  No.  32 

Tahun  1979  ten tang  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  

Sip i l  (copy  dar i  copy)  ;  - - - - - - - - - - - -

33. Bukt i  P- 33 : Pera tu ran  Pemer in tah  No.  4 Tahun  

1966  ten tang  Pemberhent i an  /  Pemberhent i an  

Sementara  Pegawai  Neger i  Sip i l  (copy  dar i  copy)  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

34. Bukt i  P- 34 : Ins t r uks i  Pres iden  No.  5  Tahun 

2004  ten tang  Percepa tan  Pemberan tasan  Korups i  

(copy  dar i  copy)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35. Bukt i  P- 35 : Sura t  Edaran  Menter i  Negara  

Pendayagunaan  Apara tu r  Negara  No.  SE/03 /M-

PAN/4/2007  tangga l  18  Apr i l  2007  ten tang  

Per lakuan  te rhadap  pejaba t  yang  te r l i b a t  

korups i ,  ko lus i  dan  nepot i sme  (copy  dar i  

copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36. Bukt i  P- 36 : Undang- Undang  No.  43  Tahun  1999  

ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.  8 

Tahun  1974  ten tang  Pokok- Pokok  Kepegawaian  

(copy  dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

37. Bukt i  P- 37 : Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  

ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.  5 

Halaman 47 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
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Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

(copy  dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38. Bukt i  P- 38 : Pera tu ran  Pemer in tah  No.  100 

Tahun  2000  ten tang  Pengangkatan  PNS  dalam 

Jabatan  St ruk tu ra l  (copy  dar i  copy)  ;  

39. Bukt i  P- 39 : Pera tu ran  Pemer in tah  No.  53 

Tahun  2010  ten tang  Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  

Sip i l  (copy  dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40. Bukt i  P- 40 : Pera tu ran  Pemer in tah  No.  9 Tahun  

2003  ten tang  Wewenang  Pengangkatan ,  Pemindahan  

dan  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  (copy  

dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

41. Bukt i  P- 41 : Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  

No.  34  Tahun  2010  tangga l  4  Mei  2010  ten tang  

Pel impahan  Wewenang  Pengangkatan ,  Pemindahan  

dan  Pemberhent i an   Pegawai  Neger i  Sip i l  d i  

L ingkungan  Kement r i an  Dalam  Neger i  (copy  dar i  

copy)  ;  - - - - - - - - - -

42. Bukt i  P- 42 : Pera tu ran  Kepala  Badan 

Kepegawaian  Negara  No.  21  Tahun  2010  ten tang  

Keten tuan  Pelaksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  

53  Tahun  2010  ten tang  Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  

Sip i l  (copy  dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukt i  P- 43 : Keputusan  Kepala  Badan 

Kepegawaian  Negara  No.  13  Tahun  2002  ten tang  

Keten tuan  Pelaksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  

100  Tahun  2000  ten tang  Pengangkatan  Pegawai  

Neger i  Sip i l  da lam  Jabatan  St ruk tu ra l  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  13 Tahun 2002 (copy  dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

44. Bukt i  P- 44 : Sura t  Kepala  Badan  Kepegawaian  

Negara  No.  K.26- 20/V .24 - 25/99  tangga l  10 

Desember  2001  per iha l  Tatacara  Pengangkatan  PNS 

sebaga i  Pelaksana  Tugas  (copy  dar i  copy)  ;  

45. Bukt i  P- 45 : Sura t  DR.  drh .  ROTUA WENDEILYNA 

SIMARMATA,  M.Si  tangga l  10  Desember  2010  

per i ha l  Permohonan  Per l i ndungan  dan  Bantuan  

Hukum atas  Gugatan  Tata  Usaha  Negara  te rhadap  

Menter i  Dalam  Neger i  (copy  dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

46. Bukt i  P- 46 : 1  (sa tu )  buah  VCD  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

47. Bukt i  P- 47 : Pera tu ran  Pemer in tah  No.  13 

Tahun  2002  ten tang  Perubahan  atas  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  100  Tahun  2000  ten tang  

Pengangkatan  Pegawai  Neger i  Sip i l  da lam Jabatan  

St ruk tu ra l  (copy  dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Halaman 49 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
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48. Bukt i  P- 48 : Pera tu ran  Pemer in tah  No.  10 

Tahun  1979  ten tang  Peni l a i an  Pelaksanaan  

Peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l  (copy  dar i  copy)  

;  

Bahwa,  untuk  mendukung  dal i l - da l i l  Jawabannya,  Tergugat  

te lah  mengajukan   bukt i   berupa   fo tocopy   sura t   yang  te l ah  

dibe r i   matera i   cukup   dan  sete lah  dicocokkan  te rnya ta  

sesua i  dengan  as l i / f o t o copynya ,  bukt i  mana dibe r i  tanda  T- 1  

s/d  T- 14 yang  te rd i r i  dar i  :

01. Bukt i  T- 1 : Pera tu ran  Pemer in tah  No.  9 Tahun  

2003  ten tang  Wewenang  Pengangkatan ,  Pemindahan  

dan  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  (copy  

sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02. Bukt i  T- 2 : Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  

No.  34  Tahun  2010  tangga l  4  Mei  2010  ten tang  

Pel impahan  Wewenang  Pengangkatan ,  Pemindahan  

dan  Pemberhent i an   Pegawai  Neger i  Sip i l  d i  

L ingkungan  Kement r i an  Dalam Neger i  (copy  sesua i  

dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03. Bukt i  T- 3 : Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  

No.  3  Tahun  2010  tangga l  14  Januar i  2010  

ten tang  Nomenkla tu r  Kement r i an  Dalam  Neger i  

(copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04. Bukt i  T- 4 : Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
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No.  41  Tahun  2010  tangga l  29  Jun i  2010  ten tang  

Organ isas i  dan  Tata  Ker ja  Kement r i an  Dalam 

Neger i  (copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05. Bukt i  T- 5 : Pera tu ran  Pemer in tah  No.  100 

Tahun  2000  ten tang   Pengangkatan  Pegawai  Neger i  

Sip i l  da lam  Jabatan  St ruk tu ra l  (copy  sesua i  

dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06. Bukt i  T- 6 : Sura t  Per in t ah  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  807.1 /2777 /SJ  tangga l  8  Ju l i  2010  

ten tang  Per in t ah  kepada  Sek jen  Kement r i an  dalam 

Neger i  untuk  menjaba t  Pl t .  Di r j en  Otonomi  

Daerah  (copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

07. Bukt i  T- 7 : Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  821.2 - 523  tangga l  5  Oktober  2010  

ten tang  Pengangkatan  dan  Pemberhent i an  Pejaba t  

d i  L ingkungan  Kement r i an  dalam  Neger i  (copy  

sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

08. Bukt i  T- 8 : Pet i kan  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  821.2 - 523  tangga l  5  Oktober  2010  

(copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  - - - - - - - - - - - -

09. Bukt i  T- 9 : Sura t  Menter i  Dalam  Neger i  No.  

005/2090 /SJ  tangga l  29  September  2010  per iha l  

Halaman 51 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
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Undangan  Rapat  (copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  T- 10 : Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  130  Tahun  2003  ten tang  Organ isas i  

dan  Tataker j a  Depar temen  Dalam  Neger i   (copy  

sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i  T- 11 : Undang- Undang  Nomor  39  Tahun 

2008 ten tang  Kementr i an  Negara  (copy  dar i  copy)  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

12. Bukt i  T- 12 : Pera tu ran  Pres iden  RI  Nomor  24 

Tahun  2010  ten tang  Kedudukan,  Tugas  dan  Fungs i  

Eselon  I  (copy  dar i  copy)  ;  - - - - - - - -

13. Bukt i  T- 13 : Pera tu ran  Pres iden  RI  Nomor  47 

Tahun  2009  ten tang  Pembentukan  dan  Organ isas i  

Kement r i an  Negara  (copy  dar i  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i  T- 14 : Pera tu ran  Pres iden  RI  Nomor  10 

Tahun  1979  ten tang  Peni l a i an  Pelaksanaan  

Peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l  (copy  dar i  copy)  

;  

Bahwa,  dipe rs i dangan  te l ah  didengar  kete rangan  ah l i  dan  

kete rangan  saks i - saks i  yang  se lengkapnya  sebaga imana  te rmuat  

da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  dan  merupakan  satu  kesatuan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
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yang  t i dak  te rp i sahkan  dar i  putusan  in i  ;  - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa,  Penggugat  t i dak  mengajukan  kes impu lan  dalam 

perkara  in i  walau  te l ah  d ibe r i  kesempatan  untuk  i t u  dan  

Tergugat  te lah  mengajukan  Kesimpulan   te r t angga l  1 Maret  2011  

yang  se lengkapnya  mengemukan  ha l - ha l  sebaga imana  te rmuat  

da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  dan  merupakan  satu  kesatuan  

yang  t i dak  te rp i sahkan  dar i  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Bahwa,  se lan ju t nya  para  p ihak  menyatakan  t i dak  ada  yang  

akan  disampaikan  lag i  dan  mohon  putusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,   bahwa  untuk  t i dak  mengulang i  ha l  yang  sama 

te rhadap  apa  yang  menjad i  maksud/ tu j uan  dan  alasan   gugatan  

Penggugat ,  jawaban/ekseps i  Tergugat ,  Repl i k   dan  Dupl i k   dan  

sura t - sura t  bukt i ,  kete rangan  para  saks i  dan  para  ahl i  ser ta  

kes impu lan  Tergugat ,  ada lah  sebaga imana  te rsebu t  d ia tas  ;  

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  ob jek  sengketa   perkara  

in i  ada lah  SURAT KEPUTUSAN MENTERI  DALAM NEGERI  NOMOR :  

821.2 - 523  tangga l  5  Oktober  2010,  khusus  nomor  uru t  79  atas  

nama  Dr.  drh .  Rotua   Wendei l yna  Simarmata ,  M.Si ,  NIP.  

19650814.199703 .2 .001 ,  yang  pada  pokoknya  menetapkan  

Memberhent i kan  dengan  hormat    PNS  yang   bersangku tan  dar i  

jaba tan  Eselon  IV  

sebaga i  Kepala  Seks i  Evaluas i  Pelaporan  Kiner j a  Pemer in tahan  

Halaman 53 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
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Daerah  pada  Subdi t  Pengembangan  Kapas i t as  Dan  Evaluas i  

Kiner j a  daerah  Wilayah  I I  Di t j en  OTDA,  yang  di tanda tangan i  

o leh  Pl t .  DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH  AN.  MENTERI DALAM 

NEGERI  (Buk t i  P- 3  =  Bukt i  T- 7  dan  T- 8)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  :

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

Tergugat  da lam  jawaban  te r t u l i s n ya  didepan  pers i dangan  

tangga l  27  Desember  2010  te l ah  mengajukan  se jumlah  ekseps i ,  

ekseps i  mana  di tegaskan  kembal i  da lam  Dupl i k  tangga l  11  

Januar i  2011 dan Kesimpulan  Tergugat  tangga l  28 Februar i  2011  

yang  pada pokoknya  berk i t an  ten tang  :

Gugatan  Penggugat  kabur / ke l i r u / t i d a k  je l as  (obscure  

l i be l um)   ;

Gugatan  Penggugat  Kurang  Pihak  ;

Gugatan  Penggugat  Erro r  In  Subjec to  ;

Penggugat  Tidak  Mempunya i  Kepent i ngan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  ekseps i - ekseps i  Tergugat  te r sebu t  

Penggugat  te l ah  membantahnya  dalam  Repl i knya  tangga l  4 

Januar i  2011  yang  pada  pokoknya  menyatakan  menolak  se lu ruh  

ekseps i  te rsebu t  dan  te tap  pada  dal i l  gugatannya  semula   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

Menimbang,  bahwa  karena  se lu ruh  ekseps i  te rsebu t  

te rgo long  kepada  ekseps i  la i n - la i n ,  maka sesua i  dengan maksud  

keten tuan  pasa l  77  ayat  (3 )  UU No.  5/1986 ,  maka  se lu ruh  

ekseps i  te rsebu t  d iper t imbangkan  secara  bersamaan  dengan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
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pokok  perkara  pada  putusan  akh i r  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim 

mempert imbangkan  ekseps i - ekseps i  te rsebu t  sebaga i  ber i ku t  :

Ad.  1.  Gugatan  Penggugat  kabur /ke l i r u / t i dak  je las  (obscure  

l ibe lum)  :

Menimbang,  bahwa pada  ekseps i  in i  Tergugat  mendal i l k an  

pada  pokoknya  bahwa  pos i t a  dan  pet i t um  gugatan  Penggugat  

t i dak  je l as  hubungannya ,  pada  pos i t a  gugatan  angka  13 dan  14  

dika takan  Objek  Sengketa  ber ten tangan  dengan  pasa l  2 ayat  (1 )  

dan  (2 )  huru f  c  Permendagr i  No.  34/2010  yang  pada  in t i n ya  

menyatakan  Tergugat  mel impahkan   sebag ian  wewenang  untuk  

menerb i t kan  Objek  Sengketa ,  te tap i  pada   pet i t um  angka  2 dan  

3  hanya  meminta  sepan jang  yang  menyangkut  d i r i  penggugat  

sa ja ,  berar t i  Penggugat  mengaku i  Pl t .  Di r j en  Otda  berwenang  

menandatangan i  Objek  Sengketa  te rhadap  pejaba t  ese lon  IV  

la i nnya ,  dengan  demik ian  Penggugat  te l ah  mengaku i  Objek  

sengketa  sudah  sah  dan  benar  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  tehadap  ekseps i  per tama  in i  Maje l i s  

Hakim  mempedomani  keten tuan  ten tang  syara t  fo rmi l  suatu  

gugatan  yang  te l ah  di rumuskan  secara  tegas  dalam  keten tuan  

pasa l  56  UU No.  5  /  1986  yang  mengharuskan    gugatan  

mest i    memuat   :   nama,   kewarganegaraan ,   tempat  t i ngga l  

Penggugat ,  nama dan  tempat  kedudukan  Terguga t ,  dasar  gugatan  

Halaman 55 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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(pos i t a )  dan  hal  yang  dimin ta  untuk  d ipu tus  (pe t i t um)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  yang  d ida f t a r kan  

tangga l  12  November  2010  dan  te l ah  d ipe rba i k i  dan  

disempurnakan  pada  Pemer iksaan  Pers iapan  tangga l  9  Desember  

2010,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  gugatan  te rsebu t  te l ah  

memenuhi  keten tuan  syara t  fo rma l  seper t i  yang  di ten tukan  

dalam keten tuan  pasa l  56 te rsebu t  d ia tas  seh ingga  layak  untuk  

dis i dangkan ,  dengan  demik ian  gugatan  Penggugat  te r sebu t  t i dak  

te rgo long  kabur / ke l i r u / t i d a k  je l as  (obcure  l i be l um)  seper t i  

yang  dida l i l k a n  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Maje l i s  Hakim  t i dak  sependapat  dengan  

dal i l  Terguga t  yang   menyatakan   bahwa   Penggugat   d ianggap  

te lah   mengaku i  sahnya    Objek  

Sengketa  karena  Penggugat  hanya  menggugat  sepan jang  atas  nama 

di r i n ya  send i r i  dan  t i dak  menggugat  SK te rsebu t  yang  juga  

mengangkat  dan  memberhent i kan  jaba tan  pejaba t  ese lon  IV  yang  

la i nnya ,  da lam  hal  in i  Maje l i s  Hakim  berpendapat  Penggugat  

hanya  menggugat  Objek  Sengketa  sepan jang  atas  nama di r i n ya  

send i r i  dan  t i dak  mungk in   Penggugat  menggugat  atas  nama 

orang  la i n  atau  pejaba t  esse lon  IV  la i nnya ,  karena  Penggugat  

t i dak  mungkin  berkepent i ngan  dengan  Objek  Sengketa  atas  nama 

orang  la i n ,  o leh  karena  i t u  sudah  tepa t  menuru t  hukum 

Penggugat  hanya  menggugat  sepan jang  atas  namanya  di r i n ya  

send i r i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  juga  t i dak  sependapat  
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dengan dal i l  Tergugat  yang  menyatakan  bahwa gugatan  penggugat  

kabur  karena  dalam gugatan  penggugat  t i dak  ada  satu  da l i l p un  

yang  menje laskan  perbua tan  konkr i t  yang  d i l akukan  Tergugat  

yang  melanggar  hukum,  karena  t i dak  mungkin  ada  dal i l  

Penggugat  yang  menje laskan  perbua tan  konkr i t  yang  di l akukan  

Tergugat  karena  perbua tan   konkr i t   te rsebu t   d i l akukan   o leh  

bawahan   Terguga t  da lam  hal  in i  Pl t .  DIRJEN  OTDA dan  

ja j a r annya  atas  nama  Tergugat ,  walaupun  Tergugat  t i dak  

melakukan  t i ndakan  konkr i t  apapun  namun di  pers i dangan  in i  

te tap  Tergugat  yang  d iguga t  atas  te rb i t n ya  SK  Mendagr i  

te rsebu t  karena  Pl t .  DIRJEN  OTDA tanda  tangan  atas  nama 

Tergugat ,  yang  bera r t i  tanggung jawab  masih  pada Terguga t  atas  

te rb i t n ya  Objek  Sengketa  te rsebu t ,  tanggung  jawab  t i dak  

bera l i h  pada  pejaba t  yang  tanda  tangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  berbaga i  per t imbangan  te rsebu t  

Maje l i s  Hakim  berpendapat   te lah  te rbuk t i  ekseps i  Tergugat  

te rsebu t  t i dak  bera lasan  hukum,  seh ingga  cukup  alasan  hukum 

menolaknya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ad.2.  Gugatan Penggugat  Kurang Pihak  :

Menimbang,  bahwa dalam ekseps i  in i  Tergugat  mendal i l k an  

pada  pokoknya  bahwa    mest inya          Sekre ta r i s   Jendera l  

Kementer i an   Dalam Neger i    yang  

menandatangan i  Objek  Sengketa  sebaga i  Pl t .  DIRJEN OTDA  iku t  

d iguga t  juga ,  karena   yang  bersangku tan  te lah  mener ima  

pel impahan  kewenangan  dar i  Terguga t  sesua i  Permendagr i  No.  34  

Tahun  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Menimbang,  bahwa  atas  ekseps i  kedua  in i  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa  seper t i  yang  te lah  diper t imbangkan  pada  

Ad.1  te rsebu t  d ia tas ,  bahwa  karena  Sekre ta r i s  Jendera l  

te rsebu t  sebaga i  Pl t .  Di r j en  Otda  menandatangan i  Keputusan  

Mendagr i  Objek  Sengketa  atas  nama  Tergugat ,  maka  t i dak  

mungk in  Sek jen  Pl t .  Di r j en  Otda  te rsebu t  d imin takan  

per tanggug jawabannya  karena  tanggung jawab  masih  be lum bera l i h  

dar i  Tergugat  kepada  yang  tanda  tangan ,  o leh  karena  i t u  

Sekjen  te rsebu t  t i dak  mungkin  iku t  d i j ad i kan  Terguga t  da lam 

sengketa  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  berpendapat  kemungk inan  

Sekjen  atau  Di r j en  Otda  dapat  d iguga t  b i l a  da lam  hal  in i  

Judu l  Objek  Sengketa  ada lah  SK Sekjen  atau  SK Di r j en  Otda  dan  

tanda  tangan  t i dak  atas  nama Menter i  ;  - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  demik ian  te rbuk t i  pu la  gugatan  

Penggugat  in i  t i dak  kurang  pihak  dan  cukup  a lasan  hukum pu la  

menolak  ekseps i  kedua  in i  ;  - - - - - -

Ad.3.  Gugatan Penggugat  Error  In  Subjecto  :

Menimbang,  bahwa    pada  ekseps i  ket i ga  in i  Tergugat  

mendal i l k an  bahwa  Objek  Sengketa  dalam  perkara  in i  t i dak  

memenuhi  syara t  sebaga i  KTUN seper t i  d imaksud  pasa l  1 but i r  9  

UU No.  51/2009  karena  t i dak  bers i f a t  ind i v i d ua l  ;  - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  walaupun  Objek  Sengketa  t i dak  hanya  

memberhent i kan  jaba tan  Penggugat  seorang ,  mela inkan  

mengangkat   dan  memberhent i kan  banyak  pejaba t  esse lon  IV  di  

l i ngkungan  Di rek to ra t  Otda,  namun  bukan  bera r t i  Objek  
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Sengketa  t i dak  bers i f a t  ind i v i dua l ,  karena  s i f a t  ind i v i d ua l  

i t u  t i dak  te rpaku  pada  jumlah  atau  banyaknya  pejaba t  yang  

dibe rhen t i k an  ( t i dak  mest i  send i r i  atau  seorang) ,  namun leb ih  

di t en tukan  kepada  s i f a t nya  yang  hanya  ber laku  bag i  nama 

pr ibad i  yang  te rcan tum  dalam Objek  Sengketa  te rsebu t ,  Objek  

Sengketa  dapat  d ika takan  ber laku  umum bi l a  ber laku  bag i  semua 

PNS di l i n g kungan  Di rek to ra t  Otda  tanpa  kecua l i  yang  t i dak  

disebu tkan  namanya satu  persa tu  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  i t u  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  Objek  Sengketa  aquo te lah  memenuhi  syara t  sebaga i  

KTUN seper t i  d imaksud  keten tuan  pasa l  1  but i r  9  UU No.  

51/2009  te rsebu t ,  karena  bers i f a t  ind i v i dua l  dan  bukan  

bers i f a t  umum,  dengan  demik ian  da l i l  Terguga t  te rsebu tpun  

te rbuk t i  t i dak  bera lasan  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Maje l i s  Hakim  t i dak  sependapat  dengan  

Tergugat  yang  member i  judu l  ekseps i  ket i ga  in i  dengan  “e r ro r  

in  sub jec to ”  yang  berar t i  gugatan  sa lah  sab jeknya ,  judu l  

te rsebu t  t i dak  s ink ron  dengan  dal i l n ya  yang  berka i t an  dengan  

objek  yang  t i dak  ind i v i dua l ,   b i l a  gugatan  dika takan  sa lah  

sab jeknya  mest inya  da l i l n ya   berka i t an  dengan  t i dak  tepa tnya  

gugatan  di t u j u kan  kepada  Mendagr i  sebaga i  sab jek  karena  ada  

pejaba t  la i n  (sab jek  la i n )  yang  leb ih  ber tanggung jawab  

te rhadap  objek  sengke ta   seper t i  yang  dida l i l k an  pada  

Tergugat  pada  ekseps i  Ad.2  dia tas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t  
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dia tas  ekseps i  Tergugat  yang  ket i ga  in i pun  harus  di to l a k  

karena  te rbuk t i  t i dak  bera lasan  hukum ;    

Ad.4.  Penggugat  Tidak  Berkepent ingan  :

Menimbang,  bahwa   pada  ekseps i  keempat  in i  Terguga t  

mendal i l k an  pada  pokoknya  bahwa  Penggugat  t i dak  

berkepen t i ngan  mengajukan  gugatan  karena  berdasarkan  

Permendagr i  No.  41 tahun  2010   nomenkla tu r  jaba tan  Penggugat  

sudah  t i dak  ada  lag i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa masalah  kepent i ngan  merupakan  persoa lan  

essens ia l  da lam  hukum acara ,   sesua i  adagium  yang  ber l aku  

unive rsa l  yang  dikena l  dengan  is t i l a h  “T iada  kepent i ngan ,  

t i ada  gugatan”  (  Poin ’ t  d ’ i n t e r e t ,  po in ’ t  d ’ac t i on  atau  Poin t  

the  in te r es t ,  po in t  the  act i ons ) ,  yang  bera r t i  b i l a  t i dak  ada  

kepent i ngan  t i dak  boleh  menggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  mel iha t  adanya  kepent i ngan  

Penggugat  atau  t i dak  untuk  menggugat  harus  di l i h a t  dar i  

adanya  kerug ian  yang  dider i t a  Penggugat  ak iba t  te rb i t n ya  

Objek  Sengketa ,  b i l a  Penggugat  merasa  di rug i kan  dengan  

te rb i t n ya  Objek  Sengketa  dapat  d ipas t i k an  Penggugat  

berkepen t i ngan  mengajukan  gugatan  in i ,  seper t i  d imaksud  

keten tuan  pasa l  53 ayat  (1 )  UU No 9/2004  ;  - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  Objek  Sengketa  aquo  te lah  

memberhent i kan  Penggugat  sebaga i  pe jaba t  ese lon  IV ,  yang  

sudah  past i  penggugat  merasa  di rug i kan  dar i  berbaga i  seg i ,  
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baik  kerug ian  mater i l  dengan  berkurangnya  penghas i l an  bulanan  

berupa  tun jangan  jaba tan ,  kerug ian  dar i  sudut  kar i e r  sebaga i  

PNS dan  kerug ian  mor i l  yang  dapat  d ia lami  semua  manus ia  

normal  seper t i  perasaan  kecewa,  te r t ekan ,  f rus tas i ,  merasa  

dis i ngk i r k an ,  merasa  diperma lukan  dan  sebaga inya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  jus t r u  Penggugat  t i dak  berkepen t i ngan  

bi l a  menggugat  pu la  Objek  Sengketa  atas  nama pe jaba t  ese lon  

IV  yang  la i n  yang  dibe rhen t i k an  seper t i  d ida l i l k a n  Tergugat  

pada  Ad.1  te rsebu t  d ia tas ,  kerena  kerug ian  orang  la i n  t i dak  

mungk in  d ip i ku l  pu la  oleh  Penggugat ,  maka  sepan jang  yang  

diguga t  atas  nama  di r i  send i r i  menuru t  Maje l i s  Hakim 

Penggugat  sangat  berkepen t i ngan  memper juangkan  kepent i ngannya  

menempuh ja l u r  hukum seper t i  dengan  mengajukan  gugatan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  t i dak  ada lag i  nomenk la tu r  jaba tan  

te rsebu t  da lam  st ruk tu r  organ isas i  Kementer i an  Dalam Neger i  

seper t i  d imaksud  Permendagr i  te rsebu t  t i dak  dapat  d i j ad i kan  

alasan  untuk  menyatakan  Penggugat  t i dak  berkepen t i ngan  

menggugat ,  karena  kepent i ngan  menggugat  te rsebu t  hanya  

digan tungkan  pada  satu  syara t ,  yakn i   adanya  kerug ian  yang  

dide r i t a  atau  t i dak  ;  

  Menimbang,  bahwa  dar i  berbaga i  per t imbangan  te rsebu t  

te rbuk t i  pu la  bahwa ekseps i  Tergugat  yang  keempat  in i  t i dak  

berdasarkan  hukum dan  cukup  a lasan  hukum pula  menolaknya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena   ekseps i - ekseps i  Tergugat  

Halaman 61 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

te rsebu t  te l ah  d i t o l a k  se lu ruhnya ,  maka secara  fo rmi l  gugatan  

Penggugat  dapat  d ipe r t imbangkan  dalam pokok  perkara  ;

DALAM POKOK PERKARA :

        Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  

Penggugat  ada lah  seper t i  d isebu tkan  dia tas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Objek  sengke ta  yang  dimin takan  

Penggugat  untuk  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  ada lah  :  

SURAT  KEPUTUSAN MENTERI  DALAM NEGERI  NOMOR :  821.2 - 523 

tangga l  5  Oktober  2010,  khusus  nomor  uru t  79  atas  nama Dr.  

drh .  Rotua   Wendei l yna  Simarmata ,  M.Si ,  NIP.  

19650814.199703 .2 .001 ,  yang  pada  pokoknya  menetapkan  

Memberhent i kan  dengan  hormat  PNS  yang  bersangku tan  dar i  

jaba tan  Eselon  IV  sebaga i  Kepala  Seks i  Evaluas i  Pelaporan  

Kiner j a  Pemer in tahan  Daerah  pada  Subdi t  Pengembangan  

Kapas i t as  Dan Evaluas i  Kiner j a  daerah  Wilayah  I I  Di t j en  OTDA,  

yang  di t anda tangan i  o leh  Pl t .  DIREKTUR JENDERAL  OTONOMI 

DAERAH  AN.  MENTERI  DALAM NEGERI (Buk t i  P- 3 = Bukt i  T- 7 dan  

T- 8)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa    dar i  gugatan  Penggugat ,  jawaban  

Tergugat ,  Repl i k - Dupl i k ,  sura t - sura t  bukt i  ser ta  kes impu lan  

Tergugat  d i temukan  beberapa  fak ta  yur i d i s  yang  t i dak  

dipe rsengke takan  para  pihak  atau  yang  diaku i  kebenarannya  

oleh  para  pihak  atau  set i dak - t i daknya  t i dak  d iban tah  secara  

tegas ,  dengan  uru tan  ke jad ian   sbb :  
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Bahwa  TMT.   1 Maret  1997  Penggugat  diangka t  sebaga i  CPNS 

di l i n g kungan  Kementer i an  Dalam  Neger i   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa tangga l  02 September  2004  dengan   SK.Di r j en  OTDA AN.  

Tergugat ,  Penggugat  diangka t  sebaga i  Kas i  Fas i l i t a s i  

Kemi t raan  Prop ins i  pada  Subdi t .  Fas i l i t a s i  Kemi t raan  

Leg is l a t i f  dan  Eksekut i f  Di t j en  Otda  (Buk t i  P- 14)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  tangga l  23  Jul i  2007  Penggugat  mendapat  Piagam 

tanda  Kehormatan  satya lancana  karya  satya  10 tahun  dar i  

Pres iden  (Buk t i  P- 21)  ;

Bahwa tangga l  2 Mei  2008  Penggugat  adalah  sa lah  satu  dar i  

17  Peser ta  Pener ima  Bantuan  Pendid i kan  S- 3   PTN tahun  

2008 (Buk t i  P- 22)  ;  - - - - - - - - - - - -

Bahwa   TMT  1  Oktober   2008  Penggugat  menja lankan  tugas  

sebaga i  Kasi  Evaluas i  Pelaporan  Kiner j a  PEMDA pada  

Subdi t .  Wi lyah  I I  Di rek to ra t  OTDA,  sesua i  SK Tergugat  

yang  di tanda tangan i  Di r j en  Otda  tangga l   4 Setember  2008  

(Buk t i  P- 1)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Tangga l  3  November  2008  Penggugat  mengi r imkan  Nota  Dinas  

pada  Di rek tu r  PKEKD meminta  penggant i an  uang  pr ibad i  

yang  te l ah  digunakan  untuk  b iaya  fo to  copy  dan  

peng i r iman   Sura t  Edaran  Menter i  dan  berbaga i  

sup lemennya  ke  berbaga i  daerah  (Buk t i  P- 15)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa pada  tangga l  26  Oktober  2009  Penggugat   melaporkan  

adanya  dugaan  t i ndak  pidana  korups i  atau  pengge lapan  

dalam jaba tan  yang  mel iba t kan  atasan  langsungnya  (Buk t i  

P- 6,  P- 7,  P- 8,  P- 10 dan P- 23)  ;  - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  2  Juni  2010  Penggugat  mengajukan  

permohonan  te r t u l i s  untuk  mempero leh  per l i ndungan  dar i  

LPSK (Buk t i  P- 5)  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  15  Jul i  2010  Penggugat  dan  LPSK 

menandatangan i  Sura t  Per jan j i a n  Per l i ndungan  (Buk t i  P- 5)  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  5  Agustus  2010  Ketua  LPSK menyura t i  

Tergugat  untuk  member i t ahukan  per l i ndungan  LPSK  atas  

Penggugat  dan  dimin takan  kord inas i ,  ker j asama  dan  

bantuan  dar i  Tergugat  (Buk t i  P- 5)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa pada tangga l  1 sampai  dengan tanggal  13 Oktober  2010  

Penggugat  menja lan i  cut i  tahunan  2010  (Buk t i  P- 2)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada   5  Oktober  2010  Tergugat  menerb i t kan  Objek  

Sengketa  yang  di tanda tangan i  o leh  Pl t .  Di r j en  Otda  atas  

nama Tergugat ,  pada  har i  i t u  juga  di l angsungkan  acara  

pelan t i k an     (Buk t i  P- 3  =  Bukt i  T- 7  dan  T- 8)  ;  

- - - - - - - - - -

Bahwa pada  tangga l  14 Oktober  2010  Penggugat  kembal i  masuk 

ker ja  seper t i  b iasa  dan mendapat i  jaba tannya  sudah  t i dak  

ada lag i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  18  Oktober  2010  Penggugat  melaporkan  

adanya  t i ndak  pidana  korups i  pada  KPK (Buk t i  P- 6 dan  P-

7)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Bahwa  pada  tangga l  26  Oktober  2010  Penggugat  mener ima  

pet i kan  Objek  Sengketa  dar i  Kasubag  Kepegawaian  

Di rek to ra t  Otda  (Buk t i  P- 4)  ;  - - - -

Bahwa pada  tangga l  12 Nopember  2010  Penggugat  mendaf ta r kan  

gugatan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  30  Desember  2010  Penggugat  diundang  

mengiku t i  ps iko tes  dar i  Badan  Kepegawaian  Daerah  

Prop ins i  DKI  Jakar ta  da lam rangka  mutas i  (Buk t i  P- 9)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  yang  masih  menjad i  sengketa  dian ta ra  

para  p ihak  yang  merupakan  pokok  perkara  dalam  sengketa  in i  

ada lah  :  Apakah  penerb i t an   Objek  Sengketa  te rsebu t   te lah  

sesua i  dengan  prosedur  yang  di te t apkan  oleh  atu ran  hukum baik  

pera tu ran  perundang- undangan  maupun  AAUPB seh ingga  t i dak  

mengandung  cacat  yur id i s  atau  seba l i k nya  ?  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Menimbang,  bahwa  untuk  menjawab  per tanyaan  

permasa lahan   pokok  te rsebu t  Maje l i s  Hakim  akan  melakukan  

pengu j i an  ( toe t s i ng )  menggunakan  keten tuan  hukum kepegawaian  

yang  ber laku  dan Azas- azas  Umum Pemer in tahan  yang  baik  sesua i  

dengan  fak ta  hukum  yang  te rungkap  dipe rs i dangan ,  dengan  

per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa  pengu j i an  Objek  Sengketa  dapat  dar i  
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seg i  :  kewenangan,  prosedur  penerb i t an  dan  substans i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

    Menimbang,  bahwa Maje l i s  Hakim  te r l eb i h  dahu lu  akan  

menguj i  prosedur  fo rma l  penerb i t an  dan  Substans i  Objek  

Sengketa  aquo  dengan  mempedomani  keten tuan  hukum kepegawaian  

yang  ber l aku  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  pasa l  10 ayat  (1 )  

PP  No.  100 Tahun 2000 ten tang  Pengangkatan  PNS da lam jaba tan  

St ruk tu ra l  berbuny i  :  “PNS  diberhen t i k an  dar i  jaba tan  

st ruk tu r a l  karena  :

Mengundurkan  di r i  dar i  jaba tan  yang  d iduduk inya  ;

Mencapa i  batas  us ia  pens iun  ;

Diberhen t i k an  sebaga i  PNS ;

Diangka t  da lam  jaba tan  st ruk tu ra l  la i n  atau  jaba tan  

fungs iona l  ;

Cut i  d i l ua r  tanggungan  Negara ,  kecua l i  CDTN karena  

persa l i nan  ;

Tugas  bela j a r  leb ih  dar i  6 bu lan  ;

Adanya  perampingan  organ isas i  pemer in tah  ;

Tidak  memenuhi  persyara tan  kesehatan  jasmani  dan rohan i  

atau  

Hal - ha l  la i n  yang  di t en tukan  dalam  pera tu ran  perUUan 

yang  ber l aku  ”  ;

Menimbang,  bahwa bi l a  keten tuan  te rsebu t  d i te rapkan  pada  

kasus  Penggugat ,  te rbuk t i  bahwa t i dak  satupun  dar i  9  alasan  

te rsebu t  yang  dapat  d i j ad i kan  alasan  untuk  memberhent i kan  

Penggugat  dar i  jaba tan  st ruk tu r a l  ese lon  IV  seper t i  yang  
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dimaksud  Objek  Sengketa  aquo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dal i l   Tergugat  yang  menyatakan  bahwa 

alasan  pemberhent i an  Penggugat  ada lah  karena  nomenkla tu r  

jaba tan  Penggugat  sebe lumnya     sudah  t i dak  ada  lag i  dengan  

ber lakunya  Permendagr i  No :  41 /2010 ,  

menuru t  Maje l i s  Hakim  dal i l   Tergugat  te rsebu t  t i dak  log i s ,  

karena  bi l a  d iband ingkan  anta ra  Kepmendagr i  No  164/2004  

(Buk t i  P- 24)  dengan  Permendagr i  No.41/2010  (Buk t i  P- 25  = 

Bukt i  T- 3  )  te rnya ta  t i dak  ada  pengurangan  jumlah  jaba tan  

st ruk tu r a l  ese lon  IV  pada  Subdi t  Wi layah  I I  (  Subdi t .  PKEKD 

Wilayah  I I )  seper t i  yang  dimaksud  dengan  perampingan  

organ isas i  dar i  keten tuan  pasa l  10  huru f  g  PP No.  100/2000  

te rsebu t ,  karena  yang  te r j ad i  hanya  perubahan  penyebutannya  

sa ja ,  dengan demik ian  dal i l  Terguga t  te r sebu t  t i dak  bera lasan  

hukum,  mest inya  Penggugat  dibe rhen t i k an  dar i  jaba tan  lama dan  

diangka t  kembal i  da lam  jaba tan  baru  sesua i  penyebutan  

nomenkla tu r  baru  te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa    Tergugat  juga  mendal i l k an  bahwa 

Penggugat  t i dak  diangka t   kembal i   da lam   jaba tan   ese lon  

IV   yang  baru   karena  t i dak  memenuhi  

syara t  pasa l  5  huru f  d  PP No.  100/2000  yang  pada  pokoknya  

menentukan  bahwa  Persyara tan  untuk  dapat  d iangka t  da lam 

jaba tan  st ruk tu r a l  adalah  anta ra  la i n  semua  pen i l a i a n  

pres tas i  ker j a  sekurang- kurangnya  bern i l a i  ba ik  da lam 2 (dua)  

tahun  te rakh i r ,  sedangkan  Penggugat  se jak  tahun  2008  t i dak  

ada DP3nya ;  - - - - - - - -
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  Menimbang,  bahwa Maje l i s  Hakim t i dak  sependapat  dengan  

dal i l  Tergugat  te r sebu t ,  karena  syara t  dalam keten tuan  pasa l  

5  PP No.  100/2000  jo .  PP.  No.  13/2002  Jo.  Keputusan  Ka.  BKN 

No.  13/2002   te rsebu t  ber laku  bagi  ca lon  pe jaba t  baru  yang  

berasa l  dar i  sta f  b iasa  dan t i dak  ber l aku  bag i  Penggugat  yang  

sebe lumnya  te l ah  memenuhi  syara t  dan  menduduk i  dan  diangka t  

da lam  jaba tan  ese lon  IV  sebanyak  dua  ka l i  se lama  6  tahun  

se jak  tahun  2004   (Buk t i  P- 1 dan P- 14) ,  d isamping  i t u  sesua i  

dengan  maksud  keten tuan  pasa l   7 PP No.  10/1979  dengan  je l as  

dan  te rang  menyebutkan  bahwa pembuatan  DP3 adalah  kewaj i ban  

atasan  langsung  sebaga i  pe jaba t  pen i l a i ,  ar t i n ya  bi l a  DP3 

Penggugat  t i dak  ada  se jak  tahun  2008  ada lah  karena  kesa lahan  

atasan  langsung  yang  t i dak  melaksanakan  kewaj i bannya ,  

kesa lahan  atasan  langsung  i t u  t i dak  dapat  d ibebankan  kepada  

Penggugat  untuk  menanggung  res i konya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  kete rangan  atasan  langsung  te rsebu t  

yang  menjad i  saks i  d i  depan pers idangan  (saks i  Her ie  Saksono)  

yang  menyatakan  bahwa  DP3 Penggugat  t i dak  dibua tkan  karena  

Penggugat  t i dak  menyerahkan  DP3  tahun  sebe lumnya  sebaga i  

patokan ,  menuru t   Maje l i s  Hakim  alasan  te rsebu t  t i dak  log i s  

bi l a  saks i  meminta  kepada  Penggugat  ten tu  Penggugat  akan  

menyerahkannya ,  ka lau  saks i  memang  ing in  melaksanakan  

kewaj i bannya  dengan  baik  ten tu  juga  bisa  dengan  meminta  

ars ipnya  pada bag ian  kepegawaian  dan sebaga inya  ;  - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa karena  pasa l  7  PP Nomor  10  Tahun  1979  

te rsebu t  bers i f a t  memaksa  (dwingen)  sesua i  dengan  kata  

“wa j i b ”  da lam ka idahnya ,  maka t i dak   ada  p i l i h an   la i n   bag i  

saks i   untuk  t i dak  mematuh inya ,  karena  pelanggaran  keten tuan  
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te rsebu t  ada lah  pelanggaran  pera tu ran  dis i p l i n  PNS seper t i  

yang  di t en tukan  da lam PP No.  30/1980  (sekarang  pasa l  3 PP No.  

53/2010)  khususnya  angka  4,  5  dan  15  yang  mewaj ibkan  yang  

bersangku tan  untuk  mentaa t i  sega la  pera tu ran  perundang-

undangan,  melaksanakan  sega la  tugas  ked inasan  dan  membimbing  

bawahan  untuk  mengembangkan  kar i e r  bukan  seba l i k nya   ;  

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  bi l a  dice rmat i  kons ide ran  menimbang  

Objek  Sengketa  (Buk t i  T- 7) ,  khususnya  huru f  a  menyebutkan  :  

“bahwa  dengan  adanya  pejaba t  yang  pens iun ,  mutas i ,  promosi  

dan  dengan  te lah  di te t apkannya  Permendagr i  No.  41/2010  

ten tang  Organ isas i  dan  Tata  Ker ja  Kemendagr i  ser ta  untuk  

menjamin  ke lancaran  tugas- tugas  organ i sas i  d ipandang  per lu  

menata  kembal i  pe jaba t  s t ruc tu ra l  ese lon  IV  di l i n gkungan  

Di rek to ra t  Jendera l  Otda  Kemendagr i ” ,  te rnya ta  t i dak  satu  

katapun  yang  menjad i  per t imbangan  mengapa  Penggugat  t i dak  

diangka t  kembal i  da lam st ruk tu r  yang  te rsed ia ,  te rbuk t i  Objek  

Sengketa  hanya  memper t imbangkan  pejaba t  yang  pens iun ,  mutas i  

dan promosi  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa bi l a  dika j i  leb ih  lan ju t  Objek  Sengketa  

dar i  79  pe jaba t  yang  disebu t  dalam  lampi rannya ,    te rnya ta  

22 orang  dian ta ranya  ada lah  pejaba t  

baru  yang  berasa l  dar i  s ta f  b iasa  yang  kebanyakan  dengan  

pangkat / go l ongan  ruang  I I I / c   yang  leb ih  rendah  dar i  

Penggugat  yang  sudah  I I I / d ,  bahkan  te rbuk t i  pu la  dar i  12  

pejaba t  ese lon  IV  yang  dibe rhen t i k an  te rnya ta  9  orang  

dip romos ikan  menjad i  ese lon  I I I ,  1 orang  pens iun  dan  1 orang  

mutas i ,  dan  bera r t i  hanya  Penggugat  send i r i  sa ja  yang  
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diberhen t i k an  tanpa  promosi ,  mutas i  atau  pens iun  ;  - -  

Menimbang,  bahwa disamping  i t u  t i ndakan  Pl t .  Di r j en  Otda  

AN.  Tergugat  yang  menerb i t kan  Objek  Sengketa  yang  

memberhent i kan  jaba tan  Penggugat  sama  sa ja  sa ja  dengan  

menzal im i  Penggugat  dengan  menja tuhkan  hukuman dis i p l i n  bera t  

tanpa  proses  apapun,  karena  sesua i  dengan  maksud keten tuan  PP 

53/2010  pada  pasa l  7  angka  4  huru f  c  bahwa pembebasan  dar i  

jaba tan  i t u  ada lah  te rgo long  jen i s  hukuman d is i p l i n  bera t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

     Menimbang,  bahwa seanda inya  Pl t .  Di r j en  Otda  ing in  

member ikan  hukuman  d is i p l i n  kepada  Penggugat  ten tu  harus  

memenuhi  prosedur  dan  ta ta  cara  yang  sudah  di ten tukan  dalam 

hukuman kepegawaian  d imaksud  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  berbaga i  per t imbangan  te rsebu t  

te lah  te rbuk t i  bahwa  penerb i t an  Objek  Sengketa  mengandung  

cacat  yur i d i s  karena  te l ah  melanggar  pera tu ran  perundang-

undangan  te rsebu t  d ia tas  seper t i  d imaksud  keten tuan  pasa l  53  

ayat  (2 )  huru f  a  UU No 9/2004,  seh ingga  cukup  a lasan  hukum 

untuk  membata lkannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa walaupun  te lah  cukup  alasan  hukum untuk  

membata lkan  Objek  Sengketa ,  namun Maje l i s  Hakim merasa  per lu  

untuk  melan ju t kan  pengu j i an   Objek  Sengketa  te rsebu t   dengan  

menggunakan   AAUPB ;

Menimbang,  bahwa  karena  te rbuk t i  Objek  Sengketa  da lam 

kons ide rannya  t i dak  mempert imbangkan  mengapa  Penggugat  t i dak  
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diangka t  kembal i  da lam st ruk tu r  yang  te rsed ia ,  seh ingga  Objek  

sengketa  te rsebu t  kurang  per t imbangan  dan  t i dak  cermat  

seh ingga  te rbuk t i  melanggar  azas  kecermatan  sebaga i  bag ian  

dar i  AAUPB  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Objek  Sengketa  da lam  uru tan  79  atas  

nama Penggugat ,   pada  la j u r  6  pada  jaba tan  baru  dan  la j u r  7  

(ke te rangan)  hanya  d ikosongkan  t i dak   menyebut  d imana  pos is i  

Penggugat  sete lah  dibe rhen t i k an  apakah  sebaga i  s ta f  atau  

pejaba t  d i  Di t j en  Otda  atau  dimana,  seh ingga  t i dak  ada  

kepast i an  hukum dimana  pos is i   baru  Penggugat ,  t i ndakan  i t u  

te lah  pula  melanggar  azas  kepas t i an  hukum sebaga i  bagian  dar i  

AAUPB,  karena  te l ah  menyebabkan  nas ib  Penggugat  te rka tung -

katung  t i dak  je l as  mau duduk  d i ruang  mana dan  apa  tugas  dan  

tanggung jawabnya  yang  baru  pasca  te rb i t n ya  Objek  Sengketa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Tergugat  juga  t i dak  merespon  dengan  

baik  a jakan  Ketua   LPSK   yang   meminta   Tergugat   untuk  

berkord i nas i ,  ker j asama  dan  sa l i ng  membantu  da lam  penegakan  

hukum agar  Penggugat  te tap  dapat  menja lankan  tugas  sehar i -

har i  tanpa  beban  ps iko log i s  (Buk t i  P- 5) ,  karena  Pl t  Di r j en  

Otda  atas  nama Tergugat  te lah  ber t i ndak  seba l i k nya  dengan  

menerb i t kan  Objek  Sengketa ,  bahkan  secara  diam- diam  ada  

maksud  memutas i  Penggugat  ke  PEMDA DKI  Jakar ta ,  te rbuk t i  

dengan  adanya  pangg i l an  ps iko tes  dar i  Kepala  Badan 

Kepegawaian  Daerah  DKI  Jakar ta  (Buk t i  P- 7) ,  seh ingga  ada  

ind i kas i  per lakuan  atasan  yang  d i t e r ima  Penggugat  ada lah  

balasan  dar i  t i ndakan  Penggugat  yang  melaporkan  para  
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atasannya  dalam  sangkaan  t i ndak  p idana  pengge lapan  da lam 

jaba tan  yang  sedang  d ip roses  pidana ,  t i ndakan  i t u  memperkuat  

kesan  bahwa  Pl t  Di r j en  Otda  mel indung i  oknum  yang  t i dak  

menerapkan  “ good  government  and  c lean  government ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa karena  dar i  79 pejaba t  yang  dican tumkan  

dalam  Objek  Sengketa  hanya  Penggugat  send i r i  sa ja  yang  

dibe rhen t i k an  tanpa  promosi ,  mutas i  atau  pens iun ,  maka 

t i ndakan  te rsebu t  te l ah  pula  melanggar  azas  persamaan  dan  

fa i r  p lay  sebaga i  bag ian  dar i  AAUPB  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa dar i  kese lu ruhan  per t imbangan  te rsebu t  

Maje l i s  Hakim sampai   pada  kes impu lan   bahwa   da l i l  – da l i l  

bantahan  Terguga t  t i dak    te rbuk t i ,  

seba l i knya   da l i l - da l i l  gugatan  Penggugat  te rbuk t i  secara  sah  

dan  keyak inkan  seper t i  d imaksud  keten tuan  pasa l  53  ayat  (2 )  

huru f  a  dan  b  UU PERATUN,  seh ingga  bera lasan  hukum untuk  

mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya  ;  - -

Menimbang,  bahwa  walaupun  dar i  seg i  kewenangan  

sebenarnya  Pl t .  Di r j en  Otda  sebaga i  pe jaba t  sementa ra  yang  

t i dak  def i n i t i f  t i dak  berwenang  menerb i t kan  Objek  sengketa  

sesua i  dengan  maksud  keten tuan  Sura t  Kepala  BKN Nomor  K.26-

20/V .24 - 25/99  tangga l  10  Desember  2001  ten tang  ta ta  cara  

pengangkatan  PNS sebaga i  pe laksana  tugas ,  pada  angka  2 huru f  

menggar i skan  :  “PNS yang  diangka t  sebaga i    Pelaksana  Tugas  

t i dak   memi l i k i   kewenangan   untuk    mengambi l    atau  

menetapkan  keputusan  yang  mengika t  seper t i  DP-3,  penetapan  

sura t  keputusan ,  pen ja tuhan  hukuman  dis i p l i n  dan  sebaga inya  
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“ ,  namun  dalam  kasus  in i  Maje l i s  Hakim  sesua i  dengan  azas  

manfaa t  leb ih  mempr io r i t a s kan  pengu j i an  dar i  seg i  prosedur  

dan  substans i  yang  berka i t an  dengan  pr ibad i  Penggugat  

send i r i ,  sebab  b i l a  menguj i  dar i  seg i  kewenangan  te rsebu t  

akan  mengak iba t kan  Objek  Sengketa  menjad i  t i dak  sah  yang  

berpengaruh  pada  78  pejaba t  la i n  yang  disebu t  da lam  Objek  

Sengketa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Maje l i s  Hakim  t i dak  sependapat  dengan  

dal i l  Tergugat  yang  menyatakan  bahwa  Sura t  Kepala  BKN 

te rsebu t  t i dak  mengika t  karena  t i dak  te rcan tum  dalam  ta ta  

uru tan  pera tu ran  perundang- undangan,  karena  walaupun  judu lnya  

sura t  te tap i  dar i  seg i  i s i nya  bukan lah  KTUN (besch i kk i ng )  

yang  bers i f a t  ind i v i dua l ,  mela inkan  ber i s i  pera tu ran  

( rege l i n g )  yang  ber laku  umum,  oleh  karena  i t u  Sura t  kepa la  

BKN te rsebu t  harus  dianggap  sebaga i  Pera tu ran  Kepala  BKN yang  

te rmasuk  dalam  ta ta  uru tan  perundang- undangan  yang  ber i s i  

keten tuan  hukum  yang  bers i f a t  mengika t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sesua i  dengan  kewenangan  hak im TUN yang  

bers i f a t  akt i f  (dominus  l i t i s )  da lam  mencar i  kebenaran  

mater i l  dan  batas  kewenangan  yang  hanya  menguj i  dar i  seg i  

hukum  ( rech tmat i gehe id )     dan  atu ran   (wetmat i gehe id )  

ser ta  t i dak  dar i  seg i  tu j uan  (doe lmat i gehe id )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 73 dar i  77 ha laman,  Putusan  Nomor  :  163/G/2010 /PTUN- JKT.
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Menimbang,  bahwa  karena  te l ah  cukup  alasan  untuk  

mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ,  maka  dal i l - da l i l  

dan  bukt i  la i nnya  yang  t i dak  disebu t  secara  tegas  dalam 

putusan  in i ,  d ianggap  t i dak  re levan  dan  dikesampingkan  

seh ingga  t i dak  per lu  dipe r t imbangkan  lag i ,  namun 

dipe r i n t ahkan  te tap  d i l amp i r kan  dalam  berkas  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  gugatan  Penggugat  dikabu l kan  

se lu ruhnya  maka  dalam  amar  putusan  in i   harus   d ise r t a i  

dengan  pernya taan   bata l  obyek  sengke ta  te rsebu t ,  mewaj ibkan  

Tergugat  untuk  mencabut  obyek  sengketa  dan  mewaj ibkan  

Tergugat  untuk  mengembal i kan  hak- hak  dan  sta tus  kepegawaian  

Penggugat  se laku  pejaba t  esse lon  IV  di l i n g kungan  Kement r i an  

Dalam Neger i  sesua i  dengan  keten tuan  hukum kepegawaian  yang  

ber laku  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  dapat  

d ikabu l kan ,  maka  Tergugat   harus  dibebankan  membayar  biaya  

perkara  yang  jumlahnya  seper t i  d isebu tkan  dalam amar  putusan  

in i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t ,  pasa l - pasa l  dar i  Undang- undang  Nomor  5 Tahun  

1986  sebaga imana  te lah  d i t ambah  dan  d iubah  dengan  Undang-

undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan  UU No.  51  Tahun  2009  ser ta  

pera tu ran  perundang- undangan  la i nnya  yang  berka i t an  dengan  

hukum kepegawaian  dan AAUPB  ;

M  E N  G  A  D  I   L  I  :

1.   Mengabu lkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2.  Menyatakan  bata l  SURAT KEPUTUSAN MENTERI  DALAM NEGERI 

NOMOR :  821.2 - 523  tangga l  5  Oktober  2010,  khusus  nomor  

uru t  79  atas  nama Dr.  drh .  Rotua   Wendei l yna  Simarmata ,  

M.Si ,  NIP.  19650814.199703.2 .001 ,  yang  pada 

pokoknya  menetapkan  Memberhent i kan  dengan  hormat  PNS yang  

bersangku tan  dar i  jaba tan  Eselon  IV  sebaga i  Kepala  Seks i  

Evaluas i  Pelaporan  Kiner j a  Pemer in tahan  Daerah  pada  Subdi t  

Pengembangan  Kapas i t as  Dan Evaluas i  Kiner j a  daerah  Wilayah  

I I  Di t j en  OTDA,  yang  di tanda tangan i  o leh  Pl t .  DIREKTUR 

JENDERAL OTONOMI DAERAH  AN.  MENTERI DALAM NEGERI ;  - - - - -  

Mewaj ibkan  Tergugat  mencabut   SURAT KEPUTUSAN MENTERI  DALAM 

NEGERI  NOMOR :  821.2 - 523  tangga l  5  Oktober  2010,  khusus  

nomor  uru t  79  atas  nama  Dr.  drh .  Rotua   Wendei l yna  

Simarmata ,  M.Si ,  NIP.  19650814.199703.2 .001 ,   yang   pada  

pokoknya  menetapkan  Memberhent i kan  dengan  hormat  PNS yang  

bersangku tan  dar i  jaba tan  Eselon  IV  sebaga i  Kepala  Seks i  

Evaluas i  Pelaporan  Kiner j a  Pemer in tahan  Daerah  pada Subdi t  

Pengembangan Kapas i t as  Dan Evaluas i  Kiner j a  daerah  Wilayah  

I I  Di t j en  OTDA,  yang  di tanda tangan i  o leh  Pl t .  DIREKTUR 

JENDERAL  OTONOMI  DAERAH  AN.  MENTERI  DALAM NEGERI  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

4.  Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  merehab i l i t a s i  hak- hak  dan  

sta tus  kepegawaian  Penggugat  sebaga i  pe jaba t  ese lon  IV  

sesua i   keten tuan  yang  ber laku   ;  - - - - - - - -

5.   Menghukum Tergugat   untuk  membayar  b iaya  perkara   sebesar  

Rp  294.000 , -  (dua  ra tus  Sembi lan  puluh  empat  r i bu  
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rup iah )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Demik ian  dipu tus  dalam  rapa t  permusyawara tan   Maje l i s  

Hakim pada  har i  :  JUM’AT tangga l  11  Maret  2011  oleh  Maje l i s  

Hakim  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te rd i r i  dar i  H.  

MUSTAMAR, SH. ,  MH,   sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  bersama-

sama dengan  SRI  SETYOWATY, SH. ,  dan R.  BASUKI  SANTOSO, SH. ,  

MH. masing- masing  sebaga i  Hakim  Anggota ,  putusan  mana 

diucapkan  dalam pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum pada har i  

SENIN  tanggal  14  Maret  2011  o leh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  

dengan  diban tu  oleh  MOHAMMAD SOLEH,  SH sebaga i  Pani te ra  

Penggant i  dengan  dihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum Tergugat  tanpa  

dihad i r i  Penggugat   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

HAKIM   ANGGOTA, 

HAKIM  KETUA MAJELIS,

t td t td

         SRI   SETYOWATI,  SH.  

H.  MUSTAMAR, SH,  MH

     t td

         R.  BASUKI SANTOSO, SH,  MH

  
PANITERA PENGGANTI,

t td

  
MOHAMMAD SOLEH, SH  
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Biaya  Perkara  :
- Pendaf ta ran  …………………………….. Rp.   30.000 , -
- Ala t   Tul i s   Kanto r   ……………………. Rp.   50.000 , -
- Panggi l an   ………………………………. Rp. 200.000 , -  
- Matera i  ………………………………….Rp.     6.000 , -
- Redaks i  ………………………………….Rp.     5.000 , -
- Leges  ……………………………………. Rp.            3.000 , -  

J  u m l  a h ………………………………Rp. 294.000 , -

(dua  ra tus  Sembi lan  pu luh  empat  r i bu  rup iah )  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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